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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten
SIGI Tahun 2025-2029 dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Sosial selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan
mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati SIGI Tahun 2025-2029 serta
selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya berkenaan dengan
RPJMD Kabupaten SIGI Tahun 2025-2029, dan prioritas nasional. Renstra ini
memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang
diharapkan mampu menjawab permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten SIGI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan
adanya Renstra Dinas Sosial Kabupaten SIGI Tahun 2025-2029, selanjutnya seluruh
pelaksanaan program/kegiatan unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten
SIGI harus mengacu kepada dokumen Renstra dimaksud.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi tugas
dan fungsi perangkat daerah, Renstra ini memberikan gambaran tentang kebijakan,
program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif selama lima tahun kedepan.
Harapannya semoga Renstra ini dapat menjadi acuan kerja yang efektif dan

berkontribusi nyata dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten SIGI.
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PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,

1.1. Latar Belakang

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 menjadi instrumen
penting dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan sosial daerah.
Dokumen ini disusun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai
penjabaran visi, misi, dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Sigi Tahun 2025-2029.

Dinas Sosial adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki
tingkat kompleksitas paling tinggi. Dibandingkan dengan Perangkat
Daerah Iainnya, jumlah sasaran, sumberdaya manusia (seluruh
penduduk dalam kabupaten), Dinas Sosial menangani banyak
urusan wajib di bidang Sosial, mulai dari perencanaan program
yang kompleks, pendataan peninjauan lapangan, penanganan
program, pemberian/penyaluran bantuan, pendampinga program,
hingga penangan kasus yang berkaitan dengan segi sosial
kemanusiaan guna mengangkat harkat dan martabat masyarakat
yang beradab, beradat, bersaing, produktif dan berkeadilan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun
2025-2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial serta berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.
Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja
pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu
memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja
ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat

serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan
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RENSTRA PD

RkA skpD [
DPA SKPD —— M

masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya
Manusia.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Sigi dengan dokumen perencanaan lainnya dalam bagan dibawah

ini:

FB RPJPD dilaksanakan melalui RPJIMD

VAl RPJIMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD
dan diterjemahkan kedalam RKPD

EJ RPJIMD menjadi dasar pencapaian kinerja
daerah jangka menegah yang dilaksanakan
melalui Renstra SKPD

Il Keberhasilan pencapaian visi dan misi
kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan
pencapaian visi dan misis Renstra SKPD

3 Seluruh program selama lima tahun seluruh
Renstra memedomani program prioritas
dalam RPJMD

[Pl RPKMD dilaksanakan melalui RKPD

A RENJA  SKOD menerjemahkan program
prioritas RKPD kedalam kegiatan prioritas

i3 RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD

M Realisasi (Trieulan) DPA-SKPD menjadi dasar
pengemdalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD

Dokumen Renstra ini merupakan rencana menengah pembangunan jangka
menengah Dinas Sosial Kabupaten Sigi yang dalam pelaksanaannya akan
dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial
yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan
Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Sigi.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial 2025-2029 juga merupakan bagian dari
komitmen Dinas Sosial Kabupaten Sig untuk mewujudkan good governance
melalui perencanaan berbasis data dan bukti. Perencanaan ini diharapkan
mampu menyinergikan program pusat, provinsi, dan kabupaten serta
memperkuat peran masyarakat dan lembaga sosial dalam pelaksanaan
pembangunan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian, penyusunan Renstra
Dinas Sosial Kabupaten Sig Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjadi

dokumen perencanaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
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strategls dan visioner. Renstra ini akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran

Dinas Sosial dalam mewujudkan visi daerah dan menjawab tantangan sosial

secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten

Sigi Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

N

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4873);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
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diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1540);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun
2020 Nomor 288);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889
Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kilasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW
Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);
Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 nomor );

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial

Kabupaten Sigi untuk periode 2025-2029 berfokus pada penyelarasan visi, misi,
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tujuan, dan program kegiatan sosial yang selaras dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi. Sesuai
Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sigi sebagai penjabaran Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati Sigi

Gambaran dari Visi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 tersebut, Visi
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, yaitu :

“ KABUPATEN S1Gl, BERKELANJUTAN BERBASIS
PERTANIAN DAN PARIWISATA”

Dengan mempertimbangkan kesepakatan di atas dan mencermati berbagai
prestasi pembangunan daerah yang telah diraih maupun berbagai persoalan
yang belum dapat diatasi dalam masa pemerintahan sebelumnya, serta
mempertimbangkan berbagai aspirasi dan kehendak para pemangku
kepentingan, maka dalam rangka mewujudkan visi yang dicanangkan di atas,
dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 sebagai
berikut:

1. MEWUJUDKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN LAYANAN

INFRASTRUKTUR SECARA MERATA DAN BERKEADILAN.
Merupakan upaya dalam peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan akses
terhadap air bersih, sanitasi, perumahan layak bagi masyarakat miskin dan
penerapkan praktik infrastruktur ramah lingkungan dan berwawasan
pembangunan hijjau yang berkelanjutan serta menjamin ketersediaan
jaringan telekomunikasi djpelosok.

2. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEJAHTERA
Merupakan upaya dalam Menciptakan masyarakat yang berpendidikan,
sehat, berkarakter, dan berdaya saing dalam peningkatan kualitas,
pengetahuan, ketrampilan bagi masyarakat luas. SDM yang berkualitas
merupakan pondasi penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.
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MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA

Membangun ekonomi yang berdaya saing dengan mendorong inovasi

kewirausahaan, pertanian dan pariwisata.

. MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, KETAHANAN

BENCANA DAN HARMONI SOSIAL

Merupakan upaya dalam peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya
alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya mitigasi dan
adaptasi terhadap perubahan iklim, serta mengurangi resiko bencana.
Melanjutkan perlindungan sosial dengan masagena plus serta pemberian
bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN
DAN PARTISIPATI

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam
menegakkan  prinsip-prinsip good governance dalam semua aspek

pelayanan public melalui partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 di atas,

penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh
Dinas Sosial Kabupaten Sigi terkait dengan misi ke- 2 yaitu MEWUJUDKAN
SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEJAHTERA yang memiliki tujuan

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang dapat diukur dari pencapaian

Tingkat Kemiskinan, Tingkat pengangguran Terbuka dan Indeks Gini kabupaten

Sigi sebagai indikator kinerjanya yang akan dijelaskan dibawah ini :

1.
2.

Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan

terjangkau.

3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa.

Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja

Meningkatnya kesejahteraan transmigran
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Gambar : 1.1 Tujuan Sasaran Perangkat daerah
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Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Sosial

Kabupaten Sigi tahun 2021-2026 adalah :

a.

Menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan sosial yang responsif
terhadap permasalahan sosial di Kabupaten Sigi, seperti kemiskinan,
keterlantaran, kecacatan, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS).

. Memudahkan jajaran aparatur Dinas Sosial memahami dan menilai arah

kebijakan serta program kegiatan operasional tahunan dalam periode lima

tahun.

. Menjabarkan visi, misi, kebijakan, dan program daerah terkait sosial untuk

mewujudkan perencanaan pembangunan vyang efisien, efektif, dan

profesional berdasar pada indikator kinerja.

. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja-SKPD) agar perencanaan lebih terarah, tepat mutu, tepat
waktu dan tepat sasaran.
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1.4. Sistimatik Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika

penulisan berikut:

e BAB 1

e BABII

e BAB III

e BAB IV

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistimatik penyusunan Renstra

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.5. Permasalahan layanan Perangkat daerah

2.6. Isu Strategis Perangkat Daerah

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas social
Kabupaten Sigin Tahun 2025-2029

3.2. Strategis Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten
Sigi Tahun 2025-2029

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program Dinas Sosial Kabupaten sigi Sigi
Tahun 2025-2029

4.2. Uraian Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten sigi Sigi
Tahun 2025-2029
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e BAB V

4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas
sosial 2025-2029

4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas
Sosial 2025-2029

PENUTUP

10
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DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Sigi memiliki struktur organisasi yang komprehensif

dan fungsi yang luas untuk melayani kebutuhan sosial masyarakat, khususnya

dalam penanganan kemiskinan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan

perlindungan sosial sebagimana implementasi ASTACITA Ke Enam Presiden RI

yaitu “Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi”.

Dasar hukum dan regulasi yang mengatur bidang sosial dan kemiskinan di

Indonesia antara lain :

1.
2.

3.
4.
5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.

PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM Bidang Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Sigi menyediakan berbagai layanan publik dan

dukungan kesejahteraan sosial yang meliputi:

1.

Pemberdayaan Sosial & Penanggulangan Bencana Penyaluran bantuan
sosial langsung, pembagian logistik bencana, perlindungan kelompok
rentan (lansia, anak terlantar, disabilitas), layanan lembaga
kesejahteraan sosial anak (LKSA), serta penyaluran hunian tetap untuk
korban bencana.

Penanganan Kemiskinan Penguatan program pengentasan kemiskinan,
pelaksanaan verifikasi data DTKS untuk akurasi bantuan, serta koordinasi
lintas OPD dalam penanganan stunting dan penurunan kasusnya.
Program Khusus Program inovatif seperti “Sigi Masagena” di bidang
kesehatan masyarakat kurang mampu, bantuan pangan, dan dukungan

rehabilitasi sosia

11
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4. Pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial SPM Bidang

Sosial adalah standar minimum layanan waijib yang harus diberikan
pemerintah daerah kepada masyarakat rentan (PMKS & korban bencana)
agar kebutuhan dasarnya terpenuhi secara cepat, tepat, dan terukur,

sesuai amanat undang-undang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sigi termasuk
dalam golongan Perangkat Daerah Tipe B. Dengan demikian, Dinas Sosial
Kabupaten Sigi terdiri dari 3 (tiga) Bidang yang masing-masing membawahi 3
(tiga) seksi serta Kelompok jabatan Fungsional dan 1 Sekretariat yang
membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

serta Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 16
Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DINAS SOSIAL
Kabupaten Sigi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
fungsi penunjang bidang Kesejahteraan Masyarakat serta pelayanan
Mutu terintegrasi di daerah.

Dinas Sosial merupakan perangkat daerah sebagai
unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah,
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Sosial dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 3
(tiga) Bidang. Susunan organisasi Dinas Sosial sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana
c. Bidang Pemberdayaan danPenaganan Fakir Miskin,
membawabhi :
1. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

2. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

12
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d. Bidang Rehabilitasi Sosial

i

1. Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial,

f. Staf / Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksana

——
4B0pEN 91O

TABEL 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS

ARIYANTO, S.STP

Nip. 198208112001121001

SEKRETARIS

ELLY PONULELE, S.Sos

Nip. 197301071994012001

Kepala Sub bagian
Kepegawaian dan Umum

HAJAR,SE

Nip. 198306102010012015

Perencanaan /
Ahli Muda

ISHAK LAMURA, SE

Nip. 197404032007011022

Kepala Bidang Perlindungan
dan jaminan Sosial

AFFANDY, SH, M.A.P

Kepala Bidang
Rehabilitas Sosial

Nip. 19850329 201001 1 005

HASBULLAH, S.Sos

Nip. 198303162010011012

Kabid Pemberdayaan Sosial
dan Penaganan Fakir Miskin

ARIF AINUL KADOI, S.KSI., M.A.P

Nip. 198109142010011004

PEKERJA SOSIAL /
AHLI MUDA

MOHAMAD GUNAWAN, S.Sos

PEKERJA SOSIAL /
AHLI MUDA

Nip. 198301212006041015

YUDHI HASTUTI, S.Sos

PEKERJA SOSIAL /
AHLI MUDA

Nip. 197201022002122005

PENYULUH SOSIAL /
AHLI MUDA

SYARIFAH NANANG AHZANI, SH

Nip. 196805281994032007

NUR AIMAN, S.Sos

Nip. 198012092012122002

T

PEKERJA SOSIAL /
AHLI MUDA

PEKERJA SOSIAL / PEKERJA SOSIAL /
AHLI MUDA AHLIMUDA
SRIRAHAYU, S.Sos
Nip. 197712072005022005
L 1
PEKERJA SOSIAL / PEKERJA SOSIAL /
AHLI MUDA AHLIMUDA

SITI CHADUAH, S.ST

Nip. 198405042010012013

UPTD

SESUAI PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR : 25 TAHUN 2021

13
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Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah

Daerah di bidang Sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas
Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di
bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugas Dinas Sosial
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dan operasional di bidang
Sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang sosial; dan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan tugas di bidang Sosial.
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan,
merumuskan sasaran, membina, mengarahkan,
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan
seluruh  kegiatan Dinas Sosial sesuai dengan
kewenangannya. Dinas Sosial Kabupaten Sigi terdiri dari
a. Bagian Sekretariat
b. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin,
c. Bidang Rehabilitasi Sosial
d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Sekretariat
Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas,
Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap
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program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan

Dinas Sosial. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris

mempunyai fungsi:

Perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang
pengelolaan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan

umum;

. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;

. Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran

Dinas;

. Pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan;

. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana;

. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga,

barangmilik negara/daerah;

. Pengelolaan urusan kepegawaian;

Pengelolaan data dan informasi;

Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan
perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, dan umum;
Pelaporan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset,

kepegawaian dan umum; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pada Bagian Sekretariat ada 2 (dua) Sub bagian terdiri

dari :

d.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset

mempunyai tugas :

e Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
rencana program kerja dan rencana anggaran
Dinas Sosial;

e Penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan

15
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keuangan;

Pemeliharaan dan Penyimpanan bukti dan
dokumen Keuangan;

Penyiapan Bahan Pelaksanaan Monitoring dan
e valuasi Pelaksanaan Kegiatan;

Penyiapan bahan dan Penyusunan Pelaporan
kegiatan danpertanggungjawaban keuangan
Penyiapan bahan dan Penyusunan Laporan
Kinerja DinasSosial;

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan
Aset;

Penyiapan Bahan Pengelolaan Data dan Informasi
Kegiatan Sosial;

Pelakasanaan Fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada
Pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai

tugas :

Pelaksanaan Urusan Surat Masuk dan Keluar,
kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan
keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
Menghimpun dan mengelola bahan dan data
kepegawaian yang meliputi pengangkatan,
Pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan;
Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan
keprotokolan;

Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan

kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti

16
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restitusi pengobatan dan lain-lain;

e Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja dan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Dinas Sosial;

e Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;

e Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit
(RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit
(RPBU);

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan

Fakir Miskin
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penaganan Fakir

Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

merumuskan, menyusun, mengoordinasikan,

menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan social dan penaganan fakir miskin. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang

Pemberdayaan sosial dan Penaganan Fakir Miskin

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang
pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan
sosial;pemberian petunjuk teknis dibidang
pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan
sosial;

b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan di bidang pemberdayaan dan
pengembangan kesejahteraan sosial;

c. pelaksanaan, pengawasan,dan pembinaan serta

17



4

) 4

, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

9% 7 DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

pengembangan di bidang pemberdayaan dan
pengembangankesejahteraan sosial;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan
kesejahteraan sosial;

e. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan
sosial;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada
pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang
perlu diambildalam bidang tugasnya.

Pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan

Kesejahteraan Sosial ada 3 (tiga) Seksi/Fungsional

Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial

. Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan

fungsi :

a. Mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi berbagai
kelompok seperti anak-anak, penyandang disabilitas, tuna
sosial (gelandangan, pengemis, eks narapidana, dan lainnya),
lanjut usia, korban perdagangan orang, serta korban tindak

kekerasan.

b. Memberikan bimbingan teknis, supervisi, serta pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial.

c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk

program rehabilitasi sosial.

d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk

menjamin sinergi dalam pelaksanaan program.

e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi

sosial.

18
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f.

Melaksanakan tugas lain sesuai arahan pimpinan yang terkait

dengan fungsi rehabilitasi sosial.

. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

. Penyusunan program kerja dan kebijakan teknis rehabilitasi

sosial.
Pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan serta

rehabilitasi sosial.

. Inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS).
Koordinasi dan sinkronisasi antar unit dan instansi terkait.
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi

sosial.

.Melaksanakan  pengendalian dan pembinaan terhadap

pelaksanaan program rehabilitasi sosial.

5. Bidang perlindungan dan jaminan social

menyelenggarakan fungsi

Merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan
teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai

peraturan perundang-undangan.

. Menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang

perlindungan dan jaminan sosial.
Melaksanakan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana,
tanggap darurat, pemulihan dan penguatan sosial korban

bencana alam dan sosial.

. Melaksanakan identifikasi, asesmen, penjangkauan,

konsultasi, konseling, dan intervensi psikososial.

Memelihara perlindungan sosial korban bencana alam dan
sosial serta jaminan sosial keluarga

Memberikan bimbingan teknis, supervisi, serta koordinasi

dengan unit atau instansi terkait.
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g.

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsioanl menyelenggarakan fungsi :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan
pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang

keahlian dan keterampilan.

. Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dapat

bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk
mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional
diatur oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta

permasalahan yang dihadapi.

. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis dan

jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

. Jumlah, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional

ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis
jabatan dan analisis beban kerja.

Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.

7. Tata kerja kelompok jabatan fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit

organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan

horizontal baik dalam lingkungan unit organisasi maupun antar

satuan organisasi serta instansi vertikal di Daerah sesuai dengan

bidang tugasnya.
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2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah
ditetapkan dalam aturan perundangan, kekuatan sumberdaya yang
dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Sigi sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pegawai Negeri Sipil

Tabel 2.2 Jumlah ASN Dinas Sosial

No Staus kepegawaian Laki-laki perempuan jumlah

1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 15 14 29

2 Calon Pegawai Negeri sipil 2 2
(CPNS)

3 Pegawai Pemerintah dengan 10 9 19
Perjanjian Kinerja (PPPK)

4 Tenaga Kontrak 5 5
Jumlah 32 23 55

Pada Tabel 2.1, berdasarkan data jumlah pegawai menurut status
kepegawaian dan jenis kelamin, diketahui bahwa total pegawai
adalah sebanyak 55 orang, terdiri dari 32 laki-laki (55%) dan 23
perempuan (35%). Komposisi ini menunjukkan bahwa laki-laki
masih mendominasi keseluruhan pegawai di lingkungan Dinas
Sosial ini.
Berdasarkan jenjang pendidikan formal khusus PNS

dapatdirinci sebagai berikut :

1. SMU atau Sederajat 11 Orang

2.Sarjana Strata I (SI) 18 Orang

3. Sarjana Strata II (S2) 2 Orang

Berdasarkan jenjang Kepangkatan dapat dirinci sebagai
berikut

1. Golongan II 11 Orang

2. Golongan III 18 Orang

3. Golongan IV 2 Orang

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sigi
Berdasarkan Pangkat Golongan
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No | Status Pegawai Laki Laki Perempuan | Jumlah
Golongan 1V
IV/b 1 1
IV/a 1 1
Golongan III
I11/d 4 7 11
ITI/c 1 1 2
ITI/b
ITI/a 4 1 5
Golongan II
I1/d 1
IT/c 5 1
II/b 3 1
II/a

19 12 31

Pada Tabel 2.3, Golongan III merupakan golongan yang paling
dominan, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada di
tahap menengah karir. Lebih rinci, mayoritas pegawai berada di
Golongan III/D (30,77%), menandakan banyak pegawai telah
mencapai ujung golongan ini dan menunggu promosi ke Golongan
IV.

. Perlengkapan (Sarana Prasarana) Dinas Sosial

Untuk menunjang kelancaran atas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Sigi saat ini telah tersedia sarana dan prasarana

kerja seperti terlihat pada Tabel 2.4.
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=
Tabel 2,4 Perlengkapan (Sarana Prasarana) Dinas sosial
Kondisi
No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan B Kurang . Jumlah
Baik - Rusak Hilang
Baik

1 2 3 4 5 6 7 8

1 A.C. Split unit 10 - - 10
2 A.C. Window unit - - - -
3 Spiker Aktif unit 4 - - 4
4 Kipas Angin unit 2 - 1 3
5 Focusing Screen/Layar LCD Projector unit 1 - 1 2
6 Alat Rumah Tangga Lain-lain unit - - - -
7 Alat Studio Video Lainnya unit 1 - - 1
8 Amplifier unit - - - -
9 Bangunan Gedung Kantor Permanen unit 1 - - 1
10 |Bangunan Gedung Pertemuan Permanen unit - - - -
11 Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen unit 1 - - 1
12 |Battery Charge unit - - - -
13 Brandkas unit - 1 - 1
14 |Camera film unit 1 - - 1
15 |Camera Video unit - - - -
16 |CPU (Peralatan Personal Komputer) unit 1 - - 1
17 |Digital Audio Taperecorder unit - - - -
18 |Dispenser unit 3 - - 3
19 |External/ Portable Hardisk unit - - - -
20 |Facsimile unit - - - -
21 |Filing Cabinet Besi unit - - - -
22 |Focusing Screen/Layar LCD Projector unit 1 - 1 2
23 |Genset unit 1 - - 1
24 |Komputer Unit Lainnya unit 4 - - 6
25 Kursi Kayu unit - - - -
26 |Kursi Kerja Pejabat Eselon II unit 1 - - 1
27 |Kursi Kerja Pejabat Eselon III unit 3 - 2 5
28 |Kursi Kerja Pejabat Eselon IV unit - - - -
29 |Kursi Kerja Pejabat lainnya unit 20 5 5 30
30 |Kursi Lipat unit - - - -
31 Kursi Putar unit 2 1 3 6
32 |Kursi Rapat Pejabat lainnya unit 5 4 4 13
33 Kursi Tamu unit 2 - - 2
34 |Lap Top unit 10 2 2 17
35 Lemari Arsip Pejabat lainnya unit 4 - 4 8
36 |Lemari Besi/Metal unit - 1 - 1
37 |Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis unit 4 2 1 7
38 |Lemari Es unit 1 - - 1
39 |Lemari Kayu unit - 1 - 1
40 |Loudspeaker unit - - - -
41 Meja 1/2 Biro unit 1 - - 1
42 |Meja Kerja Kayu unit 10 3 2 15
43 |Meja Kerja Pejabat Eselon II unit 6 2 2 10
44 |Meja Rapat unit 1 - - 1
45 |Mesin Absensi unit 1 - - 1
46 |Mesin Pemotong Rumput unit - - -
47 |Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner unit 1 - - 1
48 Microphone/Wireless MIC unit - - -
49 |P.C Unit unit - - -
50 [|Peralatan Jaringan lainnya unit - - -
51 |Peralatan Minikomputer lainnya unit 2 - - 2
52 |Peralatan Personal Komputer lainnya unit - - -
53 |peralatan studio audio lainnya (dst) unit 2 - - 2
54 |Personal Komputer lainnya unit - - -
55 |Sepeda Motor unit - - -
56 |Serial Scanner/Printer unit 15 3 1 20
57 |Server unit 4 - - 4
58 |Sofa unit - - -
59 |Sound System unit 2 - - 2
60 |Tanah Bangunan Kantor Pemerintah unit - - -
61 |Tangga Aluminium unit 1 - - 1
62 |Telephone Mobile unit 1 - - 1
63 |Televisi unit - - -
64 |Tiang Bendera unit 2 1 1 4
65 |Treng Air/Tandon Air unit - - -
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2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam mencapai kinerja Dinas Sosial sesuai dengan
peratuarn Menteri Kesejahteraan Sosial No. 8 tahun 2012
berdasarkan 2 (Dua) Sasaran vyaitu PMKS (Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang sosial
Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Sosial Kabupaten Sigi menyusun
dan menyajikan capaian kinerja serta capaian anggaran secara periodik
seperti yang disajikan pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6. sebagai berikut :
table 2,5
Pencapaian Kinerja (IKU) Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Sigi
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Pada | Persentase Capaian Pada Tahun Ke-
No Indikator Satuan Daerah Pada Tahun Ke- Tahun Ke- (%)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 fn‘ei:(?:tase Masyarakat | o | N/a | 5,04 | 513 | 521 | A | 423 | 487 | 5000 NA | 8393| 9a03| 9597
Presentase Peningkatan
2 |PSKS yang berperan % | NA | 11,15 | 11,35 | 11,67 | NA | 821 | 10,64 | 11,23 NA | 7363| 9374| 9623
Aktif dalam penaganan
PPKS
Persentase Layanan o
3 |sosial bag PPKS % | N/A | 87 | 890 | 9,02 | NJA | 64 | 849 879 NJA | 7356| 9539| 97,45
4 |Indeks penanganan |y ol NA | 40 | 40 | 40 | A | 40 | 40 | 40 | WA | 10000| 10000| 100,00
korban pasca bencana
5 |Indeks Rehabilitas bagi |40 cl wa | 30 | 30 | 30 | wA| 30 | 30 | 30 | NA | 100,00| 100,00 100,00
korban bencana
Table 2.6
Pencapaian Kinerja (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Sigi
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Pada | Persentase Capaian Pada Tahun Ke-
No Indikator Satuan Daerah Pada Tahun Ke- Tahun Ke- (%)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 2024 | 2021 2022 2023 2024
Rehabilitasi Sosial Dasar
1 [Penyandang Disabilitas % N/A 100 100 100 N/A |81,67| 100,00( 100,00 N/A 96,55 96,21 97,47
Terlantar di Luar Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar o
2 Anak Telantar di Luar Panti ) N/A 100 100 100 N/A | 7255 | 100,00 100,00{ N/A 96,74 95,98 98,52
Rehabilitasi Sosial Dasar
3 |Lanjut Usia Terlantar di % N/A 100 100 100 N/A | 71,89 | 100,00 100,00 N/A 95,89 97,53 98,36
Luar Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar
4 |Gepeng Terlantar di Luar % N/A N/A N/A N/A N/A | N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar
Tuna Sosial Khususnya o
5 Gelandangan dan ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Pengemis di Luar Panti
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Table 2.7

Pagu Anggaran dan Realisasi pendanaan Perangkat Daerah
DINAS SOSIAL Kabupaten Sigi

Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)

No PROGRAM
2021 2022 2023 2024

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

1 |PEMERINTAHAN DAERAH 3.034.651.469 2.914.740.408 3.370.584.460 2.828.900.306
KABUPATEN/KOTA

2 |PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 145.553.885 220.714.592 453.803.043 139.408.800
PROGRAM PENANGANAN WARGA

3 |NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK 2.400.000 5.340.000 - -
KEKERASAN

4 |PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.811.860.388 936.526.788 5.643.920.818 8.746.912.444
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

5 |JAMINAN SOSIAL 125.158.713 733.219.000 2.200.000.000 )

6 |PROGRAM PENAGANAN BENCANA 88.500.425 330.138.497 ) )

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke (Rp)

PROGRAM
2021 2022 2023 2024 2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH N/A 2.874.590.037 3.224.746.961 2.732.774.389
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL N/A 220.341.329 442.536.145 134.363.586
PROGRAM PENANGANAN WARGA
NEGARA MIGRAN TINDAK KEKERASAN NIA 5.340.000 NIA NIA
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL N/A 873.459.107 5.395.464.187 8.670.650.511
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL N/A 697.462.000 2.194.828.000 N/A
PROGRAM PENANGANAN BENCANA N/A 330.138.497 N/A N/A N/A

Presentase Anggaran Pada Tahun ke (Rp)
PROGRAM

2021 2022 2023 2024 2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH N/A 98,62 95,67 96,60
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL N/A 99,83 97,52 96,38
PROGRAM PENANGANAN WARGA
NEGARA MIGRAN TINDAK KEKERASAN N/A 100,00 N/A N/A
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL N/A 93,27 95,60 99,13
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL N/A 97,79 99,76 N/A
PROGRAM PENANGANAN BENCANA N/A 100,00 N/A N/A N/A
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2.1.4

Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Sosial Kabupaten Sigi adalah

para pemangku kepentingan internal pemerintah daerah dan mitra

strategis pembangunan yang secara langsung menggunakan atau

menerima manfaat dari peran Dinas Sosial dalam pengentasan

kemiskinan serta Penerima manfaat. Adapun kelompok sasaran

tersebut meliputi:

1. Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama

sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau tidak
mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta
tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap akan tetapi
tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi
kemanusiaan. beberapa kriteria terhadapa masyarakat miskin
sebagai berikut :

e Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat
miskinyang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang
per bulan

e Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk
miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan
sosial)

e Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi
anak-anaknya

e Tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai
kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau
merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan
fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak,
yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang
disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental,
beberapa kriteria terhadapa disabilitas sebagai berikut :

e Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas
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sehari-hari.

e Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari

e Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai

e Penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara

e Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks
psikotik

e Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilit

3. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18
(delapan belas) tahun yang mengalami perlakukan salah dan
ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak
asuh dari orang tua/keluarga, beberapa kriteria terhadapa Anak
Terlantar sebagai berikut :

e Berasal dari keluarga fakir miskin

e Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga

e Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam
rumah tangga).

e Anak yang putus sekolah dan

4. Lanjut Usia terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih
yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara
jasmani, rohani maupun social, beberapa kriteria terhadapa Lanjut
Usia sebagai berikut :

e Tidak ada keluarga yang mengurusnya.

e Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya,

e Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari

e Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu
pemenuhan kebutuhan hidupnya.

5. Korban Bencana Alam dan social adalah orang atau sekelompok
orang yang menderita akibat bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam
antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banijir,

kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebekaran, konflik antar
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kelompok dan antar komunitas masyarakat beberapa kriteria
terhadapa korban bencana sebagai berikut :
e sekelompok orang yang mengalami korban jiwa, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

6. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau

masyarakat yang hidup dalam kesatuan — kesatuan sosial kecil
yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada
sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing
dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada
umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam
menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas. beberapa
kriteria terhadapa korban bencana sebagai berikut :
e Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen.
e Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.
e Pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit
dijangkau.
e Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi
subsistem.
e Peralatan dan teknologinya sederhana.
e Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya
alam setempat relatif tinggi.

e Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

7. Program Penanggulangan Stunting

*  Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan beberapa desa
sebagai lokus percepatan penurunan dan
penanggulangan stunting. Pada tahun 2025 ada 30
desa yang menjadi fokus utama kegiatan ini, misalnya
Maranata, Sidondo III, Bora, Wugaga, Dombu, Panasibaja,

Matantimali, Lemosiranindi, dan lain-lain. Penetapan lokus
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Pendampingan Keluarga Sasaran 1.000 HPK

Pendamping PKH berperan langsung mendampingi

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki:

o Ibu hamil

o Ibu nifas dan menyusui

» Bayi dan balita usia 0-59 bulan

Pendamping memastikan KPM memenuhi komitmen

kesehatan, seperti pemeriksaan kehamilan rutin, imunisasi,

penimbangan balita di Posyandu, serta pemberian ASI

eksklusif dan MP-ASI sesuai standar gizi.

Pendamping PKH melaksanakan P2K2/FDS (Pertemuan

Peningkatan Kemampuan Keluarga) dengan materi:

o Pencegahan stunting

« Gizi seimbang ibu hamil dan balita

« Pola asuh anak

« Sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Edukasi ini bertujuan mendorong perubahan perilaku

keluarga, tidak hanya mengandalkan bantuan tunai, tetapi

juga meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan

gizi.berguna untuk memusatkan intervensi di wilayah dengan

prevalensi tinggi

Pendamping PKH membantu:

« Mengidentifikasi balita berisiko stunting

e Memantau status gizi anak KPM

o Memutakhirkan data melalui sistem PKH dan koordinasi
dengan kader Posyandu serta Puskesmas

Data ini penting sebagai dasar intervensi spesifik dan

penentuan lokus stunting di desa.

Pendamping PKH berperan sebagai penghubung lintas

sektor, antara lain:

o Dinas Sosial
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« Dinas Kesehatan

o Pemerintah Desa

» Kader Posyandu dan KPM

Peran ini mendukung konvergensi penanganan stunting,

sehingga bantuan sosial, layanan kesehatan, dan program

desa saling terintegrasi.

8. Beberapa jenis dan klasifikasi PPKS yang ditangani dinas sosial

Kabupaten sigi sebagai berikut :

a. Dinas Sosial Kabupaten Sigi menagani 19 Jenis PPKS

dari 26 jenis yang ada sebagi berikut Yaitu :

1.

2
3
4.
5

© ® N o

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Anak Balita Terlantar

Anak Terlantar

Anak yang berhadapan dengan hokum

Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan
dan diperlukan salah

Lanjut Usia Terlantar

Penyandang Disabilitas

Tunas Susila

Bekas warga Binaan Lembaga
Pemsyarakatan (BWBLP)

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA

Korban penyalagunaan NAPAZ (Narkotika,
Pisikotrapikas dan Zat Adiktif lainnya.
Korban tindak kekerasan

Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS)
Korban Bencana Alam

Korban bencana social

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Fakir Miskin (FM)

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
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19. Komunitas Adat Terpencil (KAT)
b. PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) Terdiri

atas 12 jenis dan tersebar di 15 Kecmatan yaitu;
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Pekerja Sosial Profesional (PSP)

Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Karang Taruna (KT)

o ok W

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3)
Keluarga Pioner (KP)

N

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis
M asyarakat (WKSBM)
9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
10. Penyuluh Sosial (PS)
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
12. Dunia Usaha
Kinerja penanganan fakir miskin yang dikelola oleh Dinas Sosial
Kabupaten Sigi diwujudkan melalui beberapa langkah strategis,
antara lain:

1. Program pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis
pemberdayaan  berkelanjutan, yang tidak hanya
memberikan bantuan sementara tetapi juga mendorong
masyarakat agar berdaya secara ekonomi dan sosial secara
berkelanjutan.

2. Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, seperti Program
Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar keluarga miskin
dengan berbagai kategori bantuan sesuai kebutuhan,
misalnya untuk ibu hamil, anak usia dini, penyandang

disabilitas, dan lansia.
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3.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bantuan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga

miskin.

. Pelaksanaan program terpadu percepatan penurunan

stunting dan penanggulangan kemiskinan berbasis
perangkat daerah, seperti program "Tangguh Bersinar"
yang melibatkan bantuan modal usaha dan makanan
tambahan bagi keluarga penerima manfaat di desa-desa
binaan.

Sosialisasi dan pemasangan penanda rumah penerima
bantuan sosial untuk memastikan transparansi dan akurasi
penyaluran bantuan serta memudahkan pendataan dan

monitoring.

. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam

penanganan masalah kemiskinan, termasuk pelibatan
pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk
mendukung program pemberdayaan dan perlindungan
sosial.

Dengan pendekatan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sigi
berupaya mewujudkan penanganan fakir miskin yang
efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada
peningkatan  kesejahteraan = masyarakat  miskin  di

wilayahnya.

2.1.5 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina Dinas Sosial

sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

terdiri dari:

a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu tenaga

pendamping sosial yang ditugaskan di setiap kecamatan untuk

membantu koordinasi dan pelaksanaan program-program sosial

32



4
), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
l)lNAS SOSIAL TAHUN 2025-2030
serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat.
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) vyaitu relawan sosial dari
masyarakat yang membantu pelaksanaan program kesejahteraan
sosial di tingkat desa, termasuk dalam pendataan dan fasilitasi
bantuan social
. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu Relawan yang terlatih
dalam penanggulangan bencana, berperan dalam kesiapsiagaan,
tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana di wilayah
Kabupaten Sigi.
Karang Taruna yaitu organisasi kepemudaan di tingkat desa yang
berperan dalam pemberdayaan sosial ekonomi pemuda dan
masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kewirausahaan.
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi sosial yang
menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti panti
asuhan, panti jompo, dan lembaga rehabilitasi sosial lainnya.
Adapun jenis-jenis pelayanan sosial yang diselenggarakan
Dinas Sosial Kabupaten Sigi sesuai tugas dan fungsinya adalah
sebagai berikut:
Table: 2.8
Jenis Pelayanan bantuan yang di kelola Dinas Sosial
No JENIS LAYANAN SASARAN
1 2 3
1 PENGURUSAN SURAT 1 Masyarakat Miskin yang tidak masuk dalam
KETERANGAN DTKS DTKS/DTSEN
Memfasilitasi Pemerlu Pelayanan
1 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum
memiliki nomor induk kependudukan
2 Eéll\iglL\J/IELI\JI?DAAI\ISISgESAI‘TMASAGENA > Telah menjadi peserta _JKN, t_etapi manfaat
pelayanan kesehatan tidak ditanggung
3 pengurusan rekomendasi bea siswa
pendidikan terhadap masyarakat miskin
1 Penyandang Disabilitas
3 Penaganan Orang Miskin, Rentan | 2 Anak terlantar
dan bantuan sosial 3 Lanjut Usia Terlantar
4 Anak Yatim Piatu
Pendampingan ABH (Anak 1 Anak Korban / Anak Saksi yang Berhadapan
4 Berhadapan dengan Hukum) dengan Hukum

2 Anak dengan dugaan Tindak Pidana Ringan
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SUMBER
No JENIS BANTUAN PENDANAAN SASARAN KRITERIA
1 2 3 4 5
o Masuk dalam
1 |KPM PKH APBN Masyarakat Miskin DTKS/DTSEN
> Bantuan Sosial KUBE APBD Kelompok Masyarakat Masuk dalam
dan UEP dan Individu DTKS/DTSEN
APBN Disabilitas
Masuk dalam
3 |Bantuan ATENSI Anak DTKS/DTSEN
Lanjut usia
Disabilitas
4 |Permakanan dan APBD Anak Masuk dalam
Sandang Lanjut usia DTKS/DTSEN
Fakir Miskin
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan kemajuan bidang kesejahteraan sosial,
disadari pula bahwa keberhasilan ternyata masih diwarnai
permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Hal ini masih
tetap dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, keterlantaran,
kecacatan, ketuna sosial dan penyimpangan perilaku,
keterpencilan, korban bencana dan tindak kekerasan, baik
masalah yang bersifat primer maupun akibat/dampak nonsosial,
yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan
kesejahteraan sosial.

Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah
seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena
suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi
kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai

dan wajar. Hamabatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat
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berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketuna sosial,

keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara
mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi berdasarkan
evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan
kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sigi antara
lain:

1. Masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat secara
jumlah maupun kompleksitasnya;

2. Terbatasnya sumber daya manusia, terutama tenaga pendamping
yang memadai dan merata di seluruh wilayah

3. Masalah kesejahteraan semakin berat melanda semua strata
dimana yang lama belum tuntas sudah muncul masalah
baru;

4. Terbatasnya sarana, prasarana dan SDM pelayanan
kesejahteraan sosial;

5. Ketidakakuratan data penerima manfaat (KPM) yang menyebabkan
bantuan sosial tidak tepat sasaran. Data yang tidak selalu diperbarui
seiring perubahan kondisi ekonomi masyarakat dan adanya kesulitan
geografis serta aspek sosial budaya menjadi faktor penyebabnya.

6. Ketergantungan ekonomi tinggi terhadap bantuan sosial sehingga
belum berhasil mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin
secara efektif.

7. Meningkatnya permasalahan sosial dari yang klasik sampai
pada munculnya fenomena baru;

8. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di
pedesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi
kehidupan ekonomimasyarakat;

9. Masalah kerawanan sosial yang sering terjadi antar
desa/kampung dengan penyebab yang kadang hanya masalah

kecil tetapi selalu dibesar-besarkan.
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10. Sering terjadinya bencana alam, terutama tanah longsor,
banjir bandang dan gempa bumi.

11. Keterbatasan anggaran dan dana pemerintah untuk mendukung
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Sigi dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 terutama

berkaitan dengan penanganan kesejahteraan sosial masyarakat melalui

berbagai program yang mendukung pemberdayaan sosial, penanganan
fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial.

Beberapa isu penting yang diangkat mencakup penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial (PMKS), peningkatan produktivitas dan

partisipasi masyarakat miskin, serta penguatan kelembagaan sosial dan
nilai-nilai kesetiakawanan sosial lokal.

Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sigi dalam RPIJMD tersebut meliputi:

o Penyusunan rencana strategis yang terintegrasi dan sejalan dengan
arah kebijakan pembangunan daerah, memastikan program tepat
sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

o Fokus pada penguatan ketahanan sosial dan perlindungan sosial,
terutama kepada kelompok rentan, melalui program-program
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur sosial.

e Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan petani,
termasuk masyarakat adat, dengan dukungan program ekonomi
inklusif dan pembangunan infrastruktur tahan gempa di daerah rawan
bencana.

o Integrasi program sosial dengan pembangunan sektor lain seperti
kesehatan, pendidikan, dan transformasi digital guna mempercepat
peningkatan kualitas hidup warga.

o Partisipasi aktif dalam forum perangkat daerah untuk menyamakan

persepsi, evaluasi dan koordinasi program, serta sinergi antar
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perangkat daerah sehingga RPJMD dapat tersusun berbasis data dan
kebutuhan lokal.

Dinas Sosial juga berorientasi meningkatkan ketahanan sosial
masyarakat melalui pembangunan karakter, pelestarian nilai kearifan lokal,
serta penguatan institusi sosial demi mendukung visi pembangunan
Kabupaten Sigi yang berfokus pada pertanian berbasis konservasi sumber
daya alam dan budaya, isu strategis serta strategi Dinas Sosial Kabupaten
Sigi dalam RPIJMD 2025-2029 menitikberatkan pada upaya pemberdayaan
sosial dan mitigasi ketimpangan sosial, sambil mempertahankan nilai-nilai
sosial budaya lokal sebagai penyangga pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan. Program dan kegiatan yang dijalankan diarahkan agar dapat
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara luas dan
memperkuat ketahanan social.

Identifikasi isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap potensi
daerah, permasalahan yang dihadapi, isu lingkungan strategis pada tingkat
global, nasional, dan regional, serta keterkaitannya dengan dokumen
perencanaan dan kebijakan lainnya, termasuk Rancangan Awal RPIMD
2025 2029 dan Laporan KLHS RPIMD 2025-2029. isu strategis Dinas Sosial
mengacu pada bagaimana dampak sosial dari kebijakan pembangunan
dapat terkelola dengan baik agar tidak mengancam kesejahteraan dan
ketahanan sosial masyarakat.

Beberapa isu strategis Dinas Sosial dalam laporan KLHS RPJMD yang
umumnya diidentifikasi meliputi:

1. Penanganan dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti fakir
miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), disabilitas,
lansia, dan anak-anak yang memerlukan pendampingan.

2. Penguatan pemberdayaan sosial dan produktivitas masyarakat miskin
agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

3. Pelestarian nilai sosial budaya, kearifan lokal, dan solidaritas sosial

sebagai penopang ketahanan sosial masyarakat.
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Perlindungan sosial terhadap dampak negatif pembangunan dan
bencana, termasuk mitigasi risiko sosial akibat perubahan lingkungan

atau ekonomi.

peningkatan efektivitas pelayanan dan monitoring kondisi sosial
masyarakat.

Pengembangan kebijakan sosial yang responsif dan adaptif terhadap
dinamika sosial dan lingkungan yang terjadi selama pelaksanaan
RPIMD.

Program Sekolah Rakyat dinilai memiliki efektivitas yang signifikan

dalam mengurangi kemiskinan, terutama kemiskinan antar generasi,

melalui pendidikan berkualitas dan gratis yang terfokus pada anak-

anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat

merupakan strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan
absolut dengan memastikan anak-anak dari keluarga miskin
mendapatkan akses pendidikan tanpa hambatan ekonomi dan sosial.
Program ini juga memberikan pendampingan sosial dan akses kepada
berbagai bantuan sosial yang membantu kesejahteraan keluarga
siswa secara keseluruhan, seperti jaminan kesehatan, bantuan sosial

PKH, sembako, dan pemberdayaan ekonomi di komunitas mereka.

Tabel 2.9 Teknik menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial

Integrasi data dan sistem informasi kesejahteraan sosial untuk

POTENSI
DAERAH YANG
MENJADI
KEWENANGAN

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN

DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU

STRATEGIS
PERANGKAT
DAERAH

PERMASALAHAN ISU KHLS

GLOBAL NASIONAL REGIONAL

Minimnya pelibatan
masyarakat inklusi

Arah RPIMN
2025-2029 dan
Ketidakmerataan

pembangunan
dan layanan
publik yang tidak

Representasi
kelompok rentan
masih terbatas,
Basis data tidak
terintegrasi antara
pusat, provinsi,

Penguatan
peran
masyarakat
inklusi dalam
pembangunan

Data penerima
bantuan sosial yang
tidak valid dan tidak

update,

Penguatan peran
masyarakat inklusi
dalam
pembangunan
sosial

Kemiskinan dapat
menyebabkan
degradasi
lingkungan.
Masyarakat miskin
yang kekurangan

akses terhadap | sesuai dengan | kabupaten/kota,
sumber daya kebutuhan
yang masyarakat
berkelanjutan. inklusi.
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TUJUAN SASARAN STRATEGIS

DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstras Dinas Sosial Kabupaten
Sigi periode 2025-2029
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Dinas
Sosial Kabupaten Sigi telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis
yang akan dicapai selama periode 2026-2030. Tujuan dan sasaran ini
disusun berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis, evaluasi
kinerja periode sebelumnya, serta memperhatikan arah kebijakan
nasional, provinsi, dan RPJMD Kabupaten Sigi.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai
arah pembangunan, berikut disajikan tabel tujuan dan
sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-
2030.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Peragkat Daerah

SASARAN ARAH KEBIJAKAN ISU STRATEGIS
RPJMD NSPK RPIMD O Masalah
@ Lingkungan dinamis
& %, O Potensi

X
N L g
e %/7.9 Operasional
Memperhatikan W s

O Rangkaian kerja
ARAH yang merupakan

TUJUAN Mencapai 3 KEBIJAKAN operasionalisasi
NSPK
Cascading -
Serasi/selaras
k Mempertimbangkan
SASARAN < STRATEGI

[ Tahapan
Cascading O Fokus
[ PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PD

OUTCOME -—Sscading OUTRUT: srnrnsamamsmssasanial
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Gambar 3.2 Karangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan
Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah

BAB 3 UTK
V/M KADA

Program A
Program B

BAB 4 UTK

VISI, MISI

RENSTRA

Program C

JAWAB DO

NSPK (Tupoksi Urusan Sesuai Kewenangan

L
-
v

S Outcome/Program A
Sasaran 1 Outcome/Program B

== 2 Outcome/Program C
Sasaran 2

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK Sasaran TARGET KINERJA KET
RPJMD yang TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN
Relevan 2025 2026 | 2027 | 2028 2029 2030
Peraturan
Daerah Meningkatkan
Kabupaten |Kescjahteraan Indeks Kesejahteraan | 1 qoo | 71 | 7171 | 72,43 | 73,15 | 73,88 | 74,62
P sosial yang Sosial
Sigi Nomor |, .
inklusif
1 Tahun
2024
tentang SIGI Meningkatnya Persentase  Keluargat
MASAGENA Pemberdayaan, Sosial miskin yang terpebuhi % 100 100 100 100 100 100
melalui PPKS Kebutuhan Dasarnya
Perda
Kabupaten Meningkatnya Presentase Keluarga
Sigi Nomor Rehabilitasi Sosial yang terpebuhi % 100 100 100 100 100 100
11 Tahun melalui PPKS kegutuhan Dasarnya
2019 - -
tentang Meningkatnya Kualitas Persentase La
X . yanan o
penyelengga Pelayanan Sosial Bagi Sosial bagi PPKS % 100 100 100 100 100 100
raan PPKS
Kesejahteraa Meninekatk Presentase
n Sosial Pe:;“iﬁa:n an Peningkatan PSKS
. yang berperan Aktif % 100 100 100 100 100 100
kelembagaan melalui
PSKS dalam penaganan
PPKS

Tujuan merupakan pernyataan umum mengenai hasil utama yang
ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik
dari tujuan, yang dapat diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja
yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Memberdayakan

(PPKS)

meningkatkan kesejahteraannya dengan cara menciptakan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk

peluang-peluang usaha bagi keluarga miskin, pemberian
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santunan dan bantuan bagi Fakir Miskin, Anak Jalanan, Lanjut

Usia,

Sosial

lainnya,

memberikan bimbingan sosial

Yatim Piatu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

(PPKS) dan

keterampilan untuk Penyandang Cacat (PACA), Wanita Rawan
Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Tuna Susila (WTS), Eks korban

bencana, Gepeng dan Anak Nakal bagi kemandirian hidup serta

penanggulangan bencana.

Berikut adalah tabel penahapan strategi Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030.

Tabel 3.2 Penahapan Strategi Dinas SOSIAL Kabupaten Sigi
Renstra Tahun 2025-2029

TAHAP 1 TAHAP 1 TAHAP 1 TAHAP 1 TAHAP 1
2026 2027 2028 2029 2030
Pemetaan dan identifikasi ~ |Penyusunan dan pelaksanaan |Memperluas akses Meningkatkan akses Melakukan evaluasi dan

kelompok masyarakat rentan
di Kabupaten Sigi, termasuk
perempuan, anak,
penyandang disabilitas, dan
masyarakat adat, KAT serta
kebutuhan mereka dalam
hal pendidikan,
keterampilan, dan

layanan sosial.

program pelatihan keterampilan
untuk kelompok rentan di
wilayah Kabupaten Sigi,
termasuk keterampilan kerja,
kewirausahaan, dan
keterampilan teknis yang
relevan dengan potensi lokal.

rentan, terutama anak

disabilitas, dengan
menyediakan fasilitas

dari keluarga miskin.

pendidikan untuk kelompok

perempuan dan penyandang

pendidikan inklusif dan
beasiswa untuk anak-anak

terhadap layanan sosial dan

rentan, dengan membangun
fasilitas layanan kesehatan
yang ramah bagi
penyandang disabilitas dan
memperkuat program
bantuan sosial. keberlanjutan

program.

penyempurnaan program
kesehatan untuk masyarakat|pemberdayaan berdasarkan
dampak yang terukur
terhadap kesejahteraan
kelompok rentan, serta
memperkuat kebijakan dan
kemitraan untuk memastikan

Untuk mencapai visi dan misi, Dinas Sosial Kabupaten Sigi

menerapkan strategi dan kebijakan sebagaimna pada table 3.5

berikut ini.

Tabel 3.5.

Arah Kebijakan Renstra tahun 2025-2029

OPRASIONALISASI NSPK

ARAH KEBIJAKAN RPJMD

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA

KET

Peraturan Daerah

Kabupaten Sigi Nomor 1
Tahun 2024 tentang
SIGI MASAGENA dan
Perda Kabupaten Sigi

Nomor 11 Tahun 2019

tentang
penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Kelompok
Marginal ~melalui  program  pemberdayaan untuk
kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan,
anak, penyandang disabiitas, dan masyarakat adat,
dengan  menyediakan  pelathan  keterampilan,
pendidikan, serta akses ke layanan sosial yang lebih baik

Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Kelompok
Marginal melalui program pemberdayaan untuk kelompok
masyarakat yang rentan, seperti perempuan, anak,
penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, dengan
menyediakan pelatihan keterampilan, pendidikan, serta
akses ke layanan sosial yang lebih baik

Memperkuat program perlindungan sosial dan akses
layanan kesehatan bagi keluarga miskin, dengan
menyediakan jaminan kesehatan universal melalui BPJS
Kesehatan, serta meningkatkan akses pada pendidikan
gratis dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Meningkatkan ~ kualitas pelayanan  kesehatan di
puskesmas dan Kink berbasis komunitas yang dapat
diakses oleh masyarakat miskin di seluruh Kecamatan

Memperkuat program perliindungan sosial dan akses
layanan kesehatan bagi keluarga miskin, dengan
menyediakan jaminan kesehatan universal melalui BPJS
Kesehatan, serta meningkatkan akses pada pendidikan
gratis dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas
dan Klink berbasis komunitas yang dapat diakses oleh
masyarakat miskin di seluruh Kecamatan
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Jumlah total penduduk miskin (Desil 1-5): 168.688 jiwa dari total
280.708 jiwa (= 60,1% penduduk). Jumlah keluarga miskin (Desil 1-5):
54.325 KK dari total 99.277 KK (= 54,7% KK). Kecamatan dengan
kemiskinan tertinggi (jiwa): 1. Sigi Biromaru — 29.291 jiwa 2. Palolo —

~

22.104 jiwa 3. Dolo — 16.514 jiwa sedangkan Kecamatan dengan
kemiskinan terrendah (Jiwa) : 1. Lindu — 4.318 jiwa 2. Marawola Barat —
4.981 jiwa 3. Nokilalaki — 3.822 jiwa dapat dilihat pada table berikut ini:

Peta kemiskinan berdasarkan Desil

Total KK
Jumlah | Jumlah Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Desil § e Total Jiwa 2
No | Kecamatan | ™ |panduduk| (KKMiwa) | (KKiiwa) | (KKMiwa) | (KKidiwa) Miskin | prickin Apa Itu DESIL?

(KKlJiwa)

(el DESIL adalah pembagian kelompok masyarakat
berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari yang
1 |SigiBiromaru | 22539 | 64.269 |1719/5.833 | 1615/5.297 | 1.589/5.107 |2.036/6.159(2.323/6.895| 9.282 29.291 paling miskin sampai yang paling sejahtera:
2 |Palolo 11381 | 31741 | 1698/5.369 | 1.307/4.072 [ 1,509/4.610 |1.438/4.134(1407/3919|  7.359 22104 A San; .
3 ilalaki 2253 | 6262 | 325/1.043 | 236/749 | 218/685 | 229/694 | 226/651 | 1234 3822 2 Miskin
4 |Lindu 2076 | 6261 | 283/1.030 | 267/926 | 254/817 | 256/810 | 253/735 | 1313 4318 ST
3 Hampir Miskin
5 |Kulawi 6.078 | 16657 | 978/3216 | 888/2.770 | 870/2596 | 738/2.083 | 664/1.754 | 4138 12419
Koo 4 Rentan Miskin
6 | 3568 | 10200 | 628/2.131 | 418/1.321 | 381/1.204 | 396/1.201 | 340/1.037 | 263 6.894
Selatan & 5 Pas-pasan
7 |Pipikoro 3511 | 9604 |1.093/3410 | 645/1.891 | 496/1432 | 367/991 | 262/674 | 2863 8.308 n Menengah ke Atas
(Tidak Prioritas Bansos)
8  |Gumbasa 4886 | 13505 | 506/1.690 | 446/1.509 | 516/1.795 | 560/1.697 | 578/1.690 | 2.606 8.381 Pengaruh DESIL terhadap Penerima BANSOS
Program Keluarga Harapan (PKH) ‘ @ Desil1-4
9 |DoloSelatan | 6165 | 17.808 | 983/3517 | 814/2.735 | 801/2.539 | 775/2.287 | 722/2.048 | 4095 13126 B s e [ beaizs
10 |Tanambulava | 3642 | 10095 | 330/1.068 | 358/1.194 | 460/1441 | 463/1.396 | 517/1.449 | 2437 6.548 e ee an keesen ‘ [t 1

Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) | @ Desil1-5
(atau asesmer

11 |DoloBarat | 5715 | 15957 | 516/1694 | 507/1753 | 684/2.279 | 714/2181 | 769/2183 | 3190 | 10.090 > == sesmen)
ansos Lain dari Kemensos |

12 |Dolo 9508 | 27251 | 714/2270 | 855/2.943 | 1.08/3.831|1.190/3598|1.346/3.872| 5213 | 16514 Kesimpulan: ;

@ Desil 1 - 4 adalah kelompok paling berpeluang menerima

semua jenis bansos.

13 |Kinovaro 4226 | 11939 | 749/2531 | 549/1760 | 551/1767 | 545/1.505 | 510/1389 | 2.904 8952 (© Desil 5 masih bisa menerima sebsglan bantuan, taptlebih
terbata;

14 Marawola 11423 | 32672 | 631/2.185 | 745/2468 | 715/2.432 | 865/2.504 | 894/2686 | 3850 | 12.365

15 |Marawola 2310 | 5848 | 914/2611 | 327/866 | 249/641 | 199/501 | 156/362 | 1.845 4.981 .

e 10009/ | 10424/ | 10793/ | 10983/ 168,688 Sumber data Bidang
12116/ ] ] ] X 1
Total 99.277 2807 325 KK
ota ‘” 80708 | 59755 | 32386 33.247 31906 | stam | Jiwa Pemberdayaan

Dengan tujuan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sigi berupaya
mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi,
inklusif, serta terlindungi dari berbagai risiko sosial, sejalan dengan
program-program unggulan daerah seperti Sigi Masagena yang
mengintegrasikan aspek ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan
perlindungan social, Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Sigi adalah melaksanakan penanganan masalah
sosial secara komprehensif dan berkelanjutan yang meliputi pengentasan
kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta
rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS).

41



(), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

X DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

Dinas Sosial Kabupaten Sigi menerapkan Tujuan strategi Dinas Sosial pada table 3.5 berikut ini

Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas SOSIAL Kabupaten Sigi Tahun 2025 - 2029

NSPK Sasaran TARGET KINERJA KET
RPJMD yang TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN
Relevan 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Peraturan
Daerah Meningkatkan
Kabupaten kes.ejahteraan Ind?ks Kesejahteraan Indeks 71 71,71 72.43 73,15 73,88 74.62
. . sosial yang Sosial
Sigi Nomor 1 |. .
inklusif
Tahun 2024
tentang SIGI
MASAGENA Meningkatnya Persentase Keluargat
Pemberdayaan, Sosial miskin yang terpebuhi % 100 100 100 100 100 100
melalui PPKS Kebutuhan Dasarnya
Perda
Kabupaten Meningkatnya Presentase Keluarga
Sigi Nomor 11 Rehabilitasi Sosial yang terpebuhi % 100 100 100 100 100 100
Tahun 2019 melalui PPKS kegutuhan Dasarnya
tentang
Meningkatnya Kualitas
penyelenggara g y
an Pelayanan Sosial Bagi |Lc ocntase Layanan | o 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Sosial bagi PPKS
Kesejahteraan PPKS
Sosial Presentase
Meningkatk .
enlgg atkan Peningkatan PSKS
Pembinaan .
. yang berperan Aktif % 100 100 100 100 100 100
kelembagaan melalui
PSKS dalam penaganan
PPKS
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3.2. Strategis Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029
Dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah,

Dinas Sosial Kabupaten Sigi telah merumuskan tahapan strategi Rencana
Strategis (Renstra) untuk periode 2026—-2030. dengan menitikberatkan
pada penguatan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam
pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, dan berbasis data.
Renstra ini juga diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan
yang dinamis. Strategi yang dirumuskan akan menjadi dasar dalam
penetapan program, kegiatan, dan indikator kinerja, sehingga seluruh
proses Kesejahteraan Masyarakat, pelaksanaan, dan evaluasi
pembangunan dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Sasaran
Strategis Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Sigi sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial (PPKS).

e Pengurangan angka kemiskinan ekstrem melalui program
pemberdayaan berkelanjutan agar masyarakat menjadi
produktif secara ekonomi dan sosial.

e Pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan sosial dan program
perlindungan sosial tepat sasaran

e Penyaluran bantuan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia,
penyandang disabilitas, anak terlantar, dan korban bencana.

2. Pemberdayaan sosial dan ekonomi

e Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemandirian
ekonomi keluarga miskin dan rentan.

e Pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha bagi
masyarakat penerima manfaat agar mampu meningkatkan taraf
hidup secara berkelanjutan.

3. Perlindungan dan jaminan Sosial.
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e Peningkatan perlindungan sosial melalui integrasi program

jaminan kesehatan, pendidikan gratis bagi anak keluarga
miskin, dan bantuan bencana.

e Kolaborasi dengan BPJS dan lembaga terkait untuk memperluas
akses layanan kesehatan dan perlindungan pekerja informal

4. Rehabilitasi Sosial dan penanganan Bencana.

e Penyediaan layanan rehabilitasi sosial bagi korban bencana,
anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya, termasuk
pendirian dapur umum dan distribusi bantuan logistik saat
terjadi bencana.

e Pendampingan psikososial bagi korban bencana dan
masyarakat terdampak masalah sosial

5. Penguatan tata kelola dan inovasi Sosial

e Penguatan tata kelola data dan sistem informasi kesejahteraan
sosial untuk meningkatkan efektivitas program dan transparansi
penyaluran bantuan.

e Inovasi program inklusi sosial, seperti Sekolah Rakyat dan
pendidikan inklusif gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin,
sebagai bagian dari program unggulan Sigi Masagena

3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kab. Sigi Tahun 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, arah

kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi 2025-2029
difokuskan pada meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pengurangan
angka kemiskinan ekstrem melalui program pemberdayaan berkelanjutan
agar masyarakat menjadi produktif secara ekonomi dan social, Pelatihan
keterampilan dan pendampingan usaha bagi masyarakat penerima
manfaat agar mampu meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan,
Kolaborasi dengan BPJS dan lembaga terkait untuk memperluas akses
layanan kesehatan dan perlindungan pekerja informal dan Inovasi

program inklusi sosial, seperti Sekolah Rakyat dan pendidikan inklusif
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gratls bagi anak-anak dari keluarga miskin, sebagai bagian dari program

unggulan Sigi Masagena

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-
ketentuanyang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk
dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan
sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.
Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan
adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Arah Kebijakan Nasioan mengacu pada Sinkronisasi program
pembangunan daerah dengan prioritas nasional seperti pengurangan
kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),
pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan penguatan ketahanan
bencana, Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan melalui
penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen
utama dalam penyusunan RPJMD, sehingga pembangunan tidak hanya
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan
kelestarian lingkungan dan keadilan sosia, peningkatan partisipasi dan
inklusivitas seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
pembangunan daerah Sedangkan arah kebijakan propinsi mengacu pada,
Mendukung penurunan kemiskinan, penanganan stunting, dan
peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota di
provinsi, Mengintegrasikan program prioritas provinsi ke dalam rencana
pembangunan kabupaten, termasuk penguatan ketahanan pangan,
pengembangan SDM, dan pelestarian budaya local dan Selaras dengan
RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, terutama dalam pengembangan sektor
unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan penguatan ekonomi berbasis

wilayah
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten
Sigi Tahun 2025-2029.
Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2026-2029

diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang fokus pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penanganan
kemiskinan dan masalah sosial lainnya, Kesejahteraan masyarakat. Salah
satu tujuan utama adalah meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang
inklusif. Secara keseluruhan, program-program ini mengintegrasikan aspek
perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan rehabilitasi sosial
dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor untuk
mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi

sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Sosia 2026-2029.

Gambar 4.1. Karangka Perumusan Program / kegiatan
Subkegiatan Renstra PD

Vis|
‘ :’\‘ e I Y
E ) L SASARAN
MS g p—

PROGRAM

PRIORITAS
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Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Sosial
Kabupaten Sigi tahun 2026-2029. Program/kegiatan Perangkat
Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat
Daerah. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah dan
sekumpulan rencana kerja terpadu antar Kementerian /Lembaga
serta Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah,
daerah, atau kawasan.

Pada bagian berikut ini, disajikan tabel yang merinci tujuan, sasaran,
outcome, output, indikator, serta program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas
mengenai langkah-langkah operasionalisasi kebijakan dan pencapaian
yang diharapkan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di

Kabupaten Sigi.
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Tabel 4.1 Program dan Pendanaan Dinas Sosial

Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
BIDANG URUSAN / BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME D AR e 2 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU JAWAB
-1 2 -3 = =5 -6 -7 -8 &) -10 -11 -12 -13 =i -15
1.06 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG 5.457.818.182,00 5.566.974.545,00 5.678.314.037,00 5.791.880.317,00 5.907.717.924,00
SOSIAL
1.06.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 2.658.762.269,00 2.711.937.514,00 2.766.176.265,00 2.821.499.790,00 2.877.929.786,00
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya kelancaran Persentase kelancaran Dinas/Badan yang
> ? : administrasi program, keuangan, - 100 100 2.658.762.269,00 100 2.711.937.514,00 100 2.766.176.265,00 100 2.821.499.790,00 100 2.877.929.786,00|menangani Bidang
administrasi kesekretariatan f -
umum dan kepegawaian (%) Sosial
1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL 300.000.000,00 306.000.000,00 312.120.000,00 318.362.400,00 324.729.648,00
Persentase Pekerja Sosial/Tenaga
Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial yang Dinas/Badan yang
Sosial Melaksanakan Pelayanan Sosial di 0 100 100 300.000.000,00 100 306.000.000,00 100 312.120.000,00 100 318.362.400,00 100 324.729.648,00|menangani Bidang
Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Sosial
(Persentase)
Persentase Pekerja Sosial/Tenaga
Kesejahteraan Sosial dan/atau
Relawan Sosial yang Dinas/Badan yang
Melaksanakan Penanganan 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Korban Bencana Provinsi pada Sosial
Masa Tanggap Darurat dan Pasca
Bencana Sesuai Standar
(Persentase)
Persentase Pekerja Sosial/Tenaga
Kesejahteraan Sosial yang
Melaksanakan Pelayanan Sosial di
Dala_m Panti Rehabilitasi Sosial 0 100 100 100 100 100 100
bagi Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Lainnya di luar HIV/AIDS dan
NAPZA (%)
Persentase SDM Kesejahteraan "
Sosial yang Meningkat Dinas/Badan yang
g 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Kompetensinya dalam Pelayanan N
. Sosial
Sosial (%)
rereniese Lo & oo
. " - 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Meningkat Kualitasnya dalam Sosial
Pelayanan Sosial (%)
1.06.03 - PROGRAM
PENANGANAN WARGA
NEGARA MIGRAN KORBAN 300.000.000,00 306.000.000,00 312.120.000,00 318.362.400,00 324.729.648,00
TINDAK KEKERASAN
Persentase Warga Negara Migran Dinas/Badan yang
Meningkatnya Layanan Korban Tir_\dak Kekerasan yang - 100 100 300.000.000,00 100 306.000.000,00 100 312.120.000,00 100 318.362.400,00 100 324.729.648,00 menangani Bidang
Tertangani (Persentase) Sosial
penanganan warga negara n -
. " Negara Migran Korban Tindak "
migran korban tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Dinas/Badan yang
kekerasan g - 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang

yang Mendapatkan Pelayanan

Pemulangan (%)

Sosial
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
PRIDANS USSR | sworkaTom ourcome |PASELINE | 2025 e
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU JAWAB
=i/ 2 =5 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL 1.599.055.913,00 1.631.037.031,00 1.663.657.772,00 1.696.930.927,00 1.730.869.546,00
Dinas/iacen ang
. . 0 100 100 1.599.055.913,00 100 1.631.037.031,00 100 1.663.657.772,00 100 1.696.930.927,00 100 1.730.869.546,00|menangani Bidang
Sosial kebutuhan dasarnya di dalam Sosial
panti (%) di dalam panti (%)
Persentase Anak Terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di 0 100 100 100 100 100 100
dalam panti (%)
Persentase lanjut usia terlantar
yang terpenuhi kebutuhan 0 100 100 100 100 100 100
dasarnya di dalam panti (%)
Pangemie yona Terpendht Dinas/Badan yang
n 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Kebutuhan Dasarnya di Dalam .
n Sosial
Panti (Persentase)
Persentase Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas/Badan yang
lainnya di luar HIV/AIDS dan .
NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
7 R Sosial
Dasarnya di Dalam Panti
(Persentase)
Indeks Kesejahteraan Sosial Dinas/Badan yang
Penyandang Disabilitas (Indeks) 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
. . Dinas/Badan yang
Indeks Kesejahteraan Sosial - 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Lanjut Usia (Indeks) Sosi
osial
Dinas/Badan yang
Indeks Peranan Sosial (Indeks) - 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Sosial
1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN 300.000.000,00 306.000.000,00 312.120.000,00 318.362.400,00 324.729.648,00
JAMINAN SOSIAL
Persentase Penerima Manfaat Dinas/Badan yang
yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 0 100 100 300.000.000,00 100 306.000.000,00 100 312.120.000,00 100 318.362.400,00! 100 324.729.648,00| menangani Bidang
(Persentase) Sosial
Persentase Penerima Manfaat
yang Meningkat Kemandirian 0 100 100 100 100 100 100
Ekonomi (Persentase)
Persentase Daerah yang
Melaksanakan Pengelolaan dan Dinas/Badan yang
Pendataan Data Fakir Persentase - 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Meningkatnya perlindungan Penerima Manfaat yang Meningkat Sosial
dan jaminan sosial Kemandirian
. Dinas/Badan yang
Peningkatan Indeks Kebutuhan - 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Dasar (%) .
Sosial
. Dinas/Badan yang
Peningkatan Indeks Keberdayaan - 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Ekonomi (%) N
Sosial
Dinas/Badan yang
Rasio Gini (Indeks) - 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Sosial
1.06.06 - PROGRAM
PENANGANAN BENCANA 300.000.000,00 306.000.000,00 312.120.000,00 318.362.400,00 324.729.648,00
Persentase Korban Bencana Alam,
Meningkatnya Perlindungan Sosial dan/atau Non Alam yang Dinas/Badan yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada 0 100 100 300.000.000,00 100 306.000.000,00 100 312.120.000,00 100 318.362.400,00 100 324.729.648,00|menangani Bidang

Sosial Korban Bencana

Saat dan Setelah Tanggap Darurat
Bencana (Persentase)

Sosial

49



_, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
l)lNAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU JAWAB
-1 2 = -4 % -6 -7 -8 -9 -10 -11 -2 13 |-14 -15
Persentase Masyarakat di Daerah Dinas/Badan yang
Rawan Bencana yang Meningkat 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Kesiapsiagaannya (%) Sosial
Persentase Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Pemulihan 100 100 100 100 100 100
Sosial (%)
TOTAL KESELURUHAN 5.457.818.182 5.566.974.545 5.678.314.037 5.791.880.317 5.907.717.924

50



_, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
l)lNAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

4.2. Uraian Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas

Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2026-2029
dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan
daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program, kegiatan, dan sub
kegiatan yang telah disusun tidak hanya mencakup aspek Kemiskinan dan
Perlindungan jaminan sosial, tetapi juga evaluasi yang terstruktur untuk
mengukur pencapaian hasil dan kinerja pembangunan secara menyeluruh.
Fokus utama adalah meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yang
inklusif, pengelolaan sumber daya, serta kolaborasi antar berbagai sektor
dan stakeholders.

Program-program yang direncanakan dalam Renstra ini akan
difokuskan pada keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD,
penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja
pembangunan daerah yang melibatkan analisis data dan informasi guna
mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, sistem
informasi dan pengelolaan data juga akan diperkuat untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Rencana program kegiatan Dinas Sosial selama lima tahun (2026-
2029) di Kabupaten Sigi umumnya berfokus pada peningkatan
kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai program strategis, yang
diimplementasikan berdasarkan arah kebijakan daerah dan nasional.
Program-program utama yang biasanya tercakup dalam rencana strategis
tersebut meliput :

1. Pengentasan kemiskinan dan penanganan fakir miskin, termasuk
penyaluran bantuan sosial, pendataan terpadu kesejahteraan sosial
(DTKS), dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

2. Pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat rentan, melalui
pelatihan keterampilan, pembentukan kelompok usaha bersama

(KUBE), serta pengembangan usaha ekonomi produktif.

51



() RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
3 7" DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

3. Perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PPKS) seperti anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas,
dan korban bencana.

4. Rehabilitasi sosial dan penanganan korban bencana, termasuk
pendampingan psikososial dan bantuan pemulihan sosial ekonomi.

5. Penguatan tata kelola data kesejahteraan sosial, untuk mendukung
perencanaan, monitoring, dan evaluasi program secara efektif dan
transparan.

6. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, dalam
pelaksanaan program sosial untuk hasil yang lebih optimal dan
berkelanjutan.

Pelaksanaan program ini juga diselaraskan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi 2026-
2029 dan arahan kebijakan nasional serta provinsi Sulawesi Tengah,
termasuk integrasi isu gender dan inklusivitas kelompok rentan agar
pembangunan sosial lebih merata dan adil. Tim menyusun dokumen
Renstra yang memuat sasaran, program, kegiatan, serta indikator output
dan outcome sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi selama lima
tahun ke depan.

Pendanaan yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan
telah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan
kebutuhan sumber daya yang tersedia. Tabel berikut ini menyajikan
rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Renstra
Bapperida Kabupaten Sigi untuk periode 2026-2029, vyang
menggambarkan target, output, serta pagu anggaran yang diperlukan

untuk setiap tahunnya.
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Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029

NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR AR KETERANGAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 G 7 s

1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosia

- Meningkatnya
Kesejahteraan
Sosial Yang Inklusif

Meningkatkan
kesejahteraan sosial
yang inklusif

Indeks Kesejahteraan Sosial
(Indeks)

meningkatnya
pemberdayaan sosial
melalui PPKS

Persentase keluarga miskin yang
meningkat ekonominya secara
mandiri (%)

Meningkatnya
Pemberdayaan Sosial

Persentase Pekerja Sosial/Tenaga
Kesejahteraan Sosial yang
Melaksanakan Pelayanan Sosial di
Dalam Panti Rehabilitasi Sosial
(Persentase)

1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Pekerja Sosial/Tenaga
Kesejahteraan Sosial dan/atau
Relawan Sosial yang
Melaksanakan Penanganan Korban
Bencana Provinsi pada Masa
Tanggap Darurat dan Pasca

1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Pekerja Sosial/Tenaga
Kesejahteraan Sosial yang
Melaksanakan Pelayanan Sosial di
Dalam Panti Rehabilitasi Sosial
bagi Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Lainnya di luar HIV/AIDS dan

1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase SDM Kesejahteraan
Sosial yang Meningkat
Kompetensinya dalam Pelayanan

1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Lembaga di Bidang
Kesejahteraan Sosial yang
Meningkat Kualitasnya dalam

1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Jumlah KK KAT yang
mendapat Program
Pemberdaayaan Sosial

Jumlah Keluarga pada KAT yang
Mendapatkan Pemberdayaan
Sosial yang terpadu dan
berkelanjutan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Keluarga)

1.06.02.2.01 - Pemberdayaan
Sosial Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
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NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Keluarga pada KAT yang
Mendapatkan Pemberdayaan
Sosial yang terpadu dan
berkelanjutan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Keluarga)

1.06.02.2.01.0004 - Fasilitasi
Pemberdayaan Sosial KAT
yang terpadu dan
berkelanjutan

Jumlah KK KAT Yang
Meningkat Kapasitas dan
Mendapatkan
Pendampingan

Jumlah Keluarga pada KAT yang
Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Keluarga)

1.06.02.2.01 - Pemberdayaan
Sosial Komunitas Adat
Terpencil (KAT)

Jumlah Keluarga pada KAT yang
Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Keluarga)

1.06.02.2.01.0002 -

Peningkatan Kapasitas dan
Pendampingan KAT

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerbitan
Izin Undian Gratis
Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau
Barang

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Penyelenggaraan
Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang
(Dokumen)

1.06.02.2.02 - Pengumpulan
Sumbangan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Penyelenggaraan
Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang
(Dokumen)

1.06.02.2.02.0003 -
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelenggaraan Undian
Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau
Barang

Jumlah Orang Mendapat
Peningkatan Kapasitas
Pekerja

Sosial Masyarakat

Jumlah Keluarga yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota (Keluarga)

1.06.02.2.03 - Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota (Keluarga)

1.06.02.2.03.0003 -

Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh
Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial,
Pekerja Sosial Masyarakat
dan/atau Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan yang Meningkat
Kapasitasnya (Orang)

1.06.02.2.03 - Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh
Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial,
Pekerja Sosial Masyarakat
dan/atau Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan yang Meningkat
Kapasitasnya (Orang)

1.06.02.2.03.0014 -

Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Perseorangan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang
Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Puskesos desa/kelurahan
yang memberikan layanan sosial
satu pintu dan berperan sebagai
hub program Graduasi (Lembaga)

1.06.02.2.03 - Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
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Jumlah Puskesos desa/kelurahan
yang memberikan layanan sosial
satu pintu dan berperan sebagai
hub program Graduasi (Lembaga)

1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi
Pengembangan Pusat
Kesejahteraan Sosial
(Puskesos) Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga
Kesejahteraan Sosial
yang Meningkat
Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Kesejahteraan
Sosial yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota (Lembaga)

1.06.02.2.03 - Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Kesejahteraan
Sosial yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota (Lembaga)

1.06.02.2.03.0004 -

Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Sertifikat yang
dari Hasil Peningkatan
Sumber Daya Manusia
dan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga
(LK3) Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia dan
Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
yang mendapatkan Peningkatan
Kapasitas dan fasilitasi dalam
penanganan kasus Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.02.2.03 - Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia dan
Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
yang mendapatkan Peningkatan
Kapasitas dan fasilitasi dalam
penanganan kasus Kewenangan
Kabunaten/Kota (Qrana)

1.06.02.2.03.0012 -

Peningkatan Kemampuan
Sumber Daya Manusia dan
Penguatan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)

Meningkatnya
Rehabilitasi Sosial
melalui PPKS

Persentase keluarga yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya

Meningkatnya
Rehabilitasi Sosial

Persentase penyandang disabilitas
terlantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di dalam

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Persentase Anak Terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di
dalam panti (%)

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Persentase lanjut usia terlantar
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di dalam panti (%)

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Persentase Gelandang dan
engemis yang Terpenuhi
Kebutuhan dasarnya di Dalam
Panti (Persentase)

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL
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Persentase Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)
lainnya di luar HIV/AIDS dan
NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Dalam Panti

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Indeks Kesejahteraan Sosial
Penyandang Disabilitas (Indeks)

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Indeks Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia (Indeks)

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Indeks Peranan Sosial (Indeks)

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Persentase Rehabilitasi

Sosial Dasar Penyandang

Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut
UsiaTerlantar, serta
Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial yang
terpenuhi

Jumlah Orang Mendapatkan
Layanan Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
Sesuai kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kedaruratan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial
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Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai dengan
Standar Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Menerima
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia dalam 1 Tahun
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Terpenuhi
Kebutuhan Pembuatan Dokumen
Kependudukan bagi Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
Gelandangan dan Pengemis
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai dengan
Standar Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01.0001 -

Penyediaan Permakanan

Jumlah Orang yang Menerima
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia dalam 1 Tahun
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01.0002 -
Penyediaan Sandang
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Jumlah Orang yang Mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
Sesuai kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01.0003 -

Penyediaan Alat Bantu

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01.0004 -
Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01.0005 -
Pemberian

Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual, dan Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01.0006 -
Pemberian

Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01.0008 -
Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01.0009 -
Pemberian Layanan Data dan
Pengaduan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kedaruratan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01.0010 -
Pemberian Layanan
Kedaruratan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01.0011 -
Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

Jumlah Orang Mendapatkan
Layanan Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01.0012 -
Pemberian Layanan Rujukan

Jumlah Orang yang Terpenuhi
Kebutuhan Pembuatan Dokumen
Kependudukan bagi Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
Gelandangan dan Pengemis
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi
Pembuatan Dokumen
Kependudukan bagi
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar,
Gelandangan dan Pengemis
Kewenangan Kabupaten/Kota
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Persentase Layanan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan
KorbanHIV/Aids dan
Napza di Luar Panti
Sosial yang di
Rehabilitasi Sosial

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Kerja Sama antar Lembaga
dan Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
(Dokumen)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang Mendapatkan
Layanan Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Membutuhkan
Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat
Nikah, dan/atau Identitas Anak
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
sesuai Kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kedaruratan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial
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Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di Luar Panti
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai dengan
Standar Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah orang yang Menerima
pakaian dan kelengkapan lainnya
yang Tersedia dalam 1 tahun
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Peserta dalam Pemberian
Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS
dan NAPZA

Kewenangan Kabupaten/Kota

(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0001 -
Pemberian

Layanan Data dan Pengaduan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kedaruratan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0002 -
Pemberian Layanan
Kedaruratan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai dengan
Standar Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02.0003 -

Penyediaan Permakanan
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Jumlah orang yang Menerima
pakaian dan kelengkapan lainnya
yang Tersedia dalam 1 tahun
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0004 -

Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
sesuai Kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02.0005 -

Penyediaan Alat Bantu

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di Luar Panti
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0006 -

Penyediaan Perbekalan
Kesehatan di Luar Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0007 -
Pemberian

Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual, dan Sosial

Jumlah Peserta dalam Pemberian
Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS
dan NAPZA Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02.0008 -
Pemberian Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA

Jumlah Orang yang Membutuhkan
Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat
Nikah, dan/atau Identitas Anak
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

L ainnva di | uar HIV/AIDS

1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi
Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan
Kartu Identitas Anak

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02.0010 -
Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan
Dasar

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0011 -

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0012 -

{emberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga
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Jumlah Orang Mendapatkan
Layanan Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02.0013 -
Pemberian Layanan Rujukan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Kerja Sama antar Lembaga
dan Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
(Dokumen)

1.06.04.2.02.0014 - Kerja

Sama antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota

Meningkatnya
perlindungan dan
jaminan sosial

Persentase Penerima Manfaat
yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
(Persentase)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Persentase Penerima Manfaat
yang Meningkat Kemandirian
Ekonomi (Persentase)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Persentase Daerah yang
Melaksanakan Pengelolaan dan
Pendataan Data Fakir Miskin (%)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Peningkatan Indeks Kebutuhan
Dasar (%)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Peningkatan Indeks Keberdayaan
Ekonomi (%)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Rasio Gini (Indeks)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Persentase Pemenuhun
Kebutuhan Dasar,
Kesehatan Pendidikan

dan tempat tinggal yang

sesuai dengan standar

Jumlah Anak-Anak Terlantar yang
Dijangkau Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.05.2.01 - Pemeliharaan
Anak-Anak Terlantar

Jumlah Anak-Anak Terlantar yang
Mendapat Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.05.2.01 - Pemeliharaan
Anak-Anak Terlantar

Jumlah Anak Terlantar yang
Terpantau dan Terpelihara
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.05.2.01 - Pemeliharaan
Anak-Anak Terlantar

Jumlah Anak-Anak Terlantar yang
Dijangkau Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.05.2.01.0001 -

Penjangkauan Anak-Anak
Terlantar

Jumlah Anak-Anak Terlantar yang
Mendapat Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.05.2.01.0002 - Rujukan
Anak-Anak Terlantar

Jumlah Anak Terlantar yang
Terpantau dan Terpelihara
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.05.2.01.0003 -

Pemantauan Terhadap
Pelaksanaan Pemeliharaan
Anak Terlantar

presentase Pengelolaan

Jumlah Fakir Miskin Cakupan

1.06.05.2.02 - Pengelolaan

Data Fakir Miskin|Daerah Kabupaten/Kota yang|Data Fakir Miskin Cakupan
Cakupan Daerah|Didata (Orang) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
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Jumlah Orang Mendapatkan 1.06.05.2.02 - Pengelolaan

Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penerima Manfaat (PM)
yang Mendapatkan Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.05.2.02 - Pengelolaan
Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Usulan Penindaklayakan,
Usulan yang Terverifikasi dan
Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan
yang dilaksanakan (Usulan)

1.06.05.2.02 - Pengelolaan
Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Fakir Miskin Cakupan

1.06.05.2.02.0001 -

Daerah Kabupaten/Kota yang|Pendataan
Didata (Orang) Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Mendapatkan
Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi
Bantuan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat

Jumlah Penerima Manfaat (PM)
yang Mendapatkan Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi
Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga

Jumlah Usulan Penindaklayakan,
Usulan yang Terverifikasi dan
Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan
yang dilaksanakan (Usulan)

1.06.05.2.02.0008 -
Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

Meningkatnya
Perlindungan Sosial
Korban Bencana

Persentase Korban Bencana Alam,
Sosial dan/atau Non Alam yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada
Saat dan Setelah Tanggap Darurat
Bencana (Persentase)

1.06.06 - PROGRAM
PENANGANAN BENCANA

Persentase Masyarakat di Daerah
Rawan Bencana yang Meningkat
Kesiapsiagaannya (%)

1.06.06 - PROGRAM
PENANGANAN BENCANA

Persentase Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Pemulihan
Sosial (%)

1.06.06 - PROGRAM
PENANGANAN BENCANA

Persentase Korban
Bencana yang dievakuasi
dengan menggunakan
sarana dan prasarana
tanggap darurat sesuai
prosedur

Jumlah Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Dukungan
Psikososial Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.01 - Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten/Kota
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Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia pada Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian) dan Pasca
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.01 - Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Penanganan Khusus bagi
Kelompok Rentan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.01 - Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.06.2.01 - Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Tempat Pengungsian
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.06.2.01 - Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.06.2.01.0001 -

Penyediaan Makanan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia pada Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian) dan Pasca
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.01.0002 -

Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Penanganan Khusus bagi
Kelompok Rentan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.01.0004 -

Penanganan Khusus bagi
Kelompok Rentan

Jumlah Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Dukungan
Psikososial Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.01.0005 -
Pelayanan Dukungan
Psikososial

Jumlah Tempat Pengungsian
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.06.2.01.0007 -

Penyediaan Tempat
Penampungan Pengungsi

Persentase Pelaksnaan
Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten

Jumlah Kampung yang
Melaksanakan Koordinasi,
Sosialisasi dan Pelaksanaan
Kampung Siaga Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.06.2.02 -
Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat
Terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota
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Jumlah Orang yang Melaksanakan |1.06.06.2.02 -

Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat
Terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Kampung yang
Melaksanakan Koordinasi,
Sosialisasi dan Pelaksanaan
Kampung Siaga Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Kampung)

1.06.06.2.02.0001 -
Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Kampung Siaga
Bencana

Jumlah Orang yang Melaksanakan
Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.02.0002 -
Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana

Meningkatnya kualitas
pelayanan Sosial bagi
PPKS

Persentase Layanan Sosial bagi
PPKS (%)

Meningkatnya Layanan
penanganan warga
negara migran korban
tindak kekerasan

Persentase Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan yang
Tertangani (Persentase)

1.06.03 - PROGRAM
PENANGANAN WARGA
NEGARA MIGRAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN

Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
yang Mendapatkan Pelayanan
Pemulangan (%)

1.06.03 - PROGRAM
PENANGANAN WARGA
NEGARA MIGRAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN

Jumlah Warga Negara
Migran Korban Tindak
Kekerasan yang
dipulangkan dari Titik
Debarkasi di Daerah
Provinsi untuk
dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan Dalam
dan Luar Negeri yang dipulangkan
dari Titik Debarkasi di Daerah
Provinsi untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.03.2.01 - Pemulangan
Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan dari Titik
Debarkasi di Daerah
Kabupaten/Kota untuk
Dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal

Jumlah Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan Dalam
dan Luar Negeri yang dipulangkan
dari Titik Debarkasi di Daerah
Provinsi untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi
Pemulangan Warga Negara
Migran Korban Tindak
Kekerasan Dalam dan Luar
Negeri dari Titik Debarkasi di
Daerah Kabupaten/Kota untuk
dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal

Meningkatnya
Rehabilitasi Sosial

Persentase penyandang disabilitas
terlantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di dalam
panti (%)

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Persentase Anak Terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di
dalam panti (%)

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL
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Persentase lanjut usia terlantar
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di dalam panti (%)

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Persentase Gelandang dan
Pengemis yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya di Dalam
Panti (Persentase)

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Persentase Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)
lainnya di luar HIV/AIDS dan
NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Dalam Panti

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Indeks Kesejahteraan Sosial
Penyandang Disabilitas (Indeks)

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Indeks Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia (Indeks)

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Indeks Peranan Sosial (Indeks)

1.06.04 - PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Persentase Rehabilitasi

Sosial Dasar Penyandang

Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut
UsiaTerlantar, serta
Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial yang
terpenuhi

Jumlah Orang Mendapatkan
Layanan Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
Sesuai kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kedaruratan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial
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Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai dengan
Standar Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Menerima
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia dalam 1 Tahun
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Terpenuhi
Kebutuhan Pembuatan Dokumen
Kependudukan bagi Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
Gelandangan dan Pengemis
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai dengan
Standar Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01.0001 -

Penyediaan Permakanan
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Jumlah Orang yang Menerima
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia dalam 1 Tahun
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01.0002 -
Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
Sesuai kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01.0003 -
Penyediaan Alat Bantu

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01.0004 -

Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01.0005 -
Pemberian

Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual, dan Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01.0006 -
Pemberian

Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01.0008 -

Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan
Dasar

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01.0009 -

Pemberian Layanan Data dan
Pengaduan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kedaruratan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01.0010 -

Pemberian Layanan
Kedaruratan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01.0011 -

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

Jumlah Orang Mendapatkan
Layanan Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.01.0012 -
Pemberian Layanan Rujukan

68



_, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
l)lNAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Orang yang Terpenuhi
Kebutuhan Pembuatan Dokumen
Kependudukan bagi Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
Gelandangan dan Pengemis
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi
Pembuatan Dokumen
Kependudukan bagi
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar,
Gelandangan dan Pengemis
Kewenangan Kabupaten/Kota

Persentase Layanan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan
KorbanHIV/Aids dan
Napza di Luar Panti
Sosial yang di
Rehabilitasi Sosial

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Kerja Sama antar Lembaga
dan Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
(Dokumen)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang Mendapatkan
Layanan Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Membutuhkan
Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat
Nikah, dan/atau Identitas Anak
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
sesuai Kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial
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Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kedaruratan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di Luar Panti
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai dengan
Standar Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah orang yang Menerima
pakaian dan kelengkapan lainnya
yang Tersedia dalam 1 tahun
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Peserta dalam Pemberian
Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS
dan NAPZA

Kewenangan Kabupaten/Kota

(Orang)

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0001 -

Pemberian Layanan Data dan
Pengaduan
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Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kedaruratan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0002 -

Pemberian Layanan
Kedaruratan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai dengan
Standar Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02.0003 -
Penyediaan Permakanan

Jumlah orang yang Menerima
pakaian dan kelengkapan lainnya
yang Tersedia dalam 1 tahun
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0004 -
Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
sesuai Kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02.0005 -
Penyediaan Alat Bantu

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di Luar Panti
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0006 -

Penyediaan Perbekalan
Kesehatan di Luar Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0007 -
Pemberian

Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual, dan Sosial

Jumlah Peserta dalam Pemberian
Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS
dan NAPZA Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02.0008 -
Pemberian Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA

Jumlah Orang yang Membutuhkan
Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat
Nikah, dan/atau Identitas Anak
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi
Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan
Kartu Identitas Anak

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02.0010 -

Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan
Dasar
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Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0011 -

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.04.2.02.0012 -

Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

Jumlah Orang Mendapatkan
Layanan Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.04.2.02.0013 -
Pemberian Layanan Rujukan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi

dan Kerja Sama antar Lembaga

dan Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

(Dokumen)

1.06.04.2.02.0014 - Kerja
Sama antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota

Meningkatnya
perlindungan dan
jaminan sosial

Persentase Penerima Manfaat
yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
(Persentase)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Persentase Penerima Manfaat
yang Meningkat Kemandirian
Ekonomi (Persentase)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Persentase Daerah yang
Melaksanakan Pengelolaan dan
Pendataan Data Fakir Miskin (%)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Peningkatan Indeks Kebutuhan
Dasar (%)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Peningkatan Indeks Keberdayaan
Ekonomi (%)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Rasio Gini (Indeks)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Persentase Pemenuhun
Kebutuhan Dasar,
Kesehatan Pendidikan
dan tempat tinggal yang
sesuai dengan standar

Jumlah Anak-Anak Terlantar yang

Dijangkau Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.05.2.01 - Pemeliharaan
Anak-Anak Terlantar

Jumlah Anak-Anak Terlantar yang

Mendapat Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.05.2.01 - Pemeliharaan
Anak-Anak Terlantar

Jumlah Anak Terlantar yang
Terpantau dan Terpelihara
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.05.2.01 - Pemeliharaan
Anak-Anak Terlantar

Jumlah Anak-Anak Terlantar yang

Dijangkau Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.05.2.01.0001 -
Penjangkauan Anak-Anak
Terlantar
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Jumlah Anak-Anak Terlantar yang |1.06.05.2.01.0002 - Rujukan
Mendapat Rujukan Kewenangan Anak-Anak Terlantar
Kabupaten/Kota (Orang)
Jumlah Anak Terlantar yang 1.06.05.2.01.0003 -
Terpantau dan Terpelihara Pemantauan Terhadap
Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pemeliharaan
(Orang) Anak Terlantar
presentase Pengelolaan|Jumlah Fakir Miskin Cakupan|1.06.05.2.02 - Pengelolaan
Data Fakir Miskin|Daerah Kabupaten/Kota yang|Data Fakir Miskin Cakupan
Cakupan Daerah|Didata (Orang) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan 1.06.05.2.02 - Pengelolaan

Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penerima Manfaat (PM)
yang Mendapatkan Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.05.2.02 - Pengelolaan
Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Usulan Penindaklayakan,
Usulan yang Terverifikasi dan
Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan
yang dilaksanakan (Usulan)

1.06.05.2.02 - Pengelolaan
Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Fakir Miskin Cakupan

1.06.05.2.02.0001 -

Daerah Kabupaten/Kota yang|Pendataan
Didata (Orang) Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Mendapatkan
Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi
Bantuan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat

Jumlah Penerima Manfaat (PM)
yang Mendapatkan Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi
Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga

Jumlah Usulan Penindaklayakan,
Usulan yang Terverifikasi dan
Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan
yang dilaksanakan (Usulan)

1.06.05.2.02.0008 -

Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

Meningkatnya
Perlindungan Sosial
Korban Bencana

Persentase Korban Bencana Alam,
Sosial dan/atau Non Alam yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada
Saat dan Setelah Tanggap Darurat
Bencana (Persentase)

1.06.06 - PROGRAM
PENANGANAN BENCANA

Persentase Masyarakat di Daerah
Rawan Bencana yang Meningkat
Kesiapsiagaannya (%)

1.06.06 - PROGRAM
PENANGANAN BENCANA
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Persentase Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Pemulihan
Sosial (%)

1.06.06 - PROGRAM
PENANGANAN BENCANA

Persentase Korban
Bencana yang dievakuasi
dengan menggunakan
sarana dan prasarana
tanggap darurat sesuai
prosedur

Jumlah Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Dukungan
Psikososial Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.01 - Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia pada Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian) dan Pasca
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.01 - Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Penanganan Khusus bagi
Kelompok Rentan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.01 - Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.06.2.01 - Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Tempat Pengungsian
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.06.2.01 - Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.06.2.01.0001 -
Penyediaan Makanan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia pada Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian) dan Pasca
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.01.0002 -
Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Penanganan Khusus bagi
Kelompok Rentan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.01.0004 -
Penanganan Khusus bagi
Kelompok Rentan

Jumlah Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Dukungan
Psikososial Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.01.0005 -

Pelayanan Dukungan
Psikososial

Jumlah Tempat Pengungsian
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

1.06.06.2.01.0007 -

Penyediaan Tempat
Penampungan Pengungsi
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Persentase Pelaksnaan Jumlah Kampung yang 1.06.06.2.02 -

Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten

Melaksanakan Koordinasi,
Sosialisasi dan Pelaksanaan
Kampung Siaga Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat
Terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Melaksanakan
Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.02 -
Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat
Terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Kampung yang
Melaksanakan Koordinasi,
Sosialisasi dan Pelaksanaan
Kampung Siaga Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Kampung)

1.06.06.2.02.0001 -
Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Kampung Siaga
Bencana

Jumlah Orang yang Melaksanakan
Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.06.2.02.0002 -
Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana

Meningkatkan
pembinaan

kelembagaan melalui

PPKS

Persentase Peningkatan PSKS
yang berperan Aktif dalam
penanganan PPKS (%)

Meningkatnya
Pemberdayaan Sosial

Persentase Pekerja Sosial/Tenaga
Kesejahteraan Sosial yang
Melaksanakan Pelayanan Sosial di
Dalam Panti Rehabilitasi Sosial
(Persentase)

1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Pekerja Sosial/Tenaga
Kesejahteraan Sosial dan/atau
Relawan Sosial yang
Melaksanakan Penanganan Korban
Bencana Provinsi pada Masa
Tanggap Darurat dan Pasca
Bencana Sesuai Standar
(Persentase)

1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Pekerja Sosial/Tenaga
Kesejahteraan Sosial yang
Melaksanakan Pelayanan Sosial di
Dalam Panti Rehabilitasi Sosial
bagi Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Lainnya di luar HIV/AIDS dan
NAPZA (%)

1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase SDM Kesejahteraan
Sosial yang Meningkat
Kompetensinya dalam Pelayanan
Sosial (%)

1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL
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Persentase Lembaga di Bidang
Kesejahteraan Sosial yang
Meningkat Kualitasnya dalam
Pelayanan Sosial (%)

1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Jumlah KK KAT yang
mendapat Program
Pemberdaayaan Sosial

Jumlah Keluarga pada KAT yang
Mendapatkan Pemberdayaan
Sosial yang terpadu dan
berkelanjutan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Keluarga)

1.06.02.2.01 - Pemberdayaan
Sosial Komunitas Adat
Terpencil (KAT)

Jumlah Keluarga pada KAT yang
Mendapatkan Pemberdayaan
Sosial yang terpadu dan
berkelanjutan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Keluarga)

1.06.02.2.01.0004 - Fasilitasi
Pemberdayaan Sosial KAT
yang terpadu dan
berkelanjutan

Jumlah KK KAT Yang
Meningkat Kapasitas dan
Mendapatkan
Pendampingan

Jumlah Keluarga pada KAT yang
Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Keluarga)

1.06.02.2.01 - Pemberdayaan
Sosial Komunitas Adat
Terpencil (KAT)

Jumlah Keluarga pada KAT yang
Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.02.2.01.0002 -

Peningkatan Kapasitas dan
Pendampingan KAT

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerbitan
Izin Undian Gratis
Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau
Barang

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Penyelenggaraan

Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang
(Dokumen)

1.06.02.2.02 - Pengumpulan
Sumbangan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Penyelenggaraan

Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang
(Dokumen)

1.06.02.2.02.0003 -
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelenggaraan Undian
Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau
Barang

Jumlah Orang Mendapat
Peningkatan Kapasitas
Pekerja

Sosial Masyarakat

Jumlah Keluarga yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota (Keluarga)

1.06.02.2.03 - Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota (Keluarga)

1.06.02.2.03.0003 -
Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh

Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial,

Pekerja Sosial Masyarakat
dan/atau Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan yang Meningkat

Kapasitasnya (Orang)

1.06.02.2.03 - Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
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Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh
Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial,
Pekerja Sosial Masyarakat
dan/atau Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan yang Meningkat
Kapasitasnya (Orang)

1.06.02.2.03.0014 -

Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Perseorangan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang
Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Puskesos desa/kelurahan
yang memberikan layanan sosial
satu pintu dan berperan sebagai
hub program Graduasi (Lembaga)

1.06.02.2.03 - Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Puskesos desa/kelurahan
yang memberikan layanan sosial
satu pintu dan berperan sebagai
hub program Graduasi (Lembaga)

1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi
Pengembangan Pusat
Kesejahteraan Sosial
(Puskesos) Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga
Kesejahteraan Sosial
yang Meningkat
Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Kesejahteraan
Sosial yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota (Lembaga)

1.06.02.2.03 - Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Kesejahteraan
Sosial yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota (Lembaga)

1.06.02.2.03.0004 -

Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Sertifikat yang
dari Hasil Peningkatan
Sumber Daya Manusia
dan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga
(LK3) Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia dan
Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
yang mendapatkan Peningkatan
Kapasitas dan fasilitasi dalam
penanganan kasus Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.02.2.03 - Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia dan
Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
yang mendapatkan Peningkatan
Kapasitas dan fasilitasi dalam
penanganan kasus Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.02.2.03.0012 -

Peningkatan Kemampuan
Sumber Daya Manusia dan
Penguatan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)

Meningkatnya
kelancaran administrasi
kesekretariatan

Nilai AKIP Perangkat Daerah
(Nilai)

Meningkatnya
kelancaran
administrasi
kesekretariatan

Persentase kelancaran
administrasi program, keuangan,
umum dan kepegawaian (%)

1.06.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
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Tersusunnya Dokumen Jumlah Berita Acara Hasil Forum 1.06.01.2.01 - Perencanaan,
Perencanaan, Perangkat Daerah Berdasarkan Penganggaran, dan Evaluasi

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Urusan yang Diampu
dalam Rangka Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah (Berita Acara)

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Data Statistik Sektoral
Daerah yang Telah Dikumpulkan
dan Diperiksa Lingkup Perangkat
Daerah (Data)

1.06.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD (Dokumen)

1.06.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral
Daerah (Dokumen)

1.06.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen)

1.06.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Urusan Selain Renstra PD dan
Renja PD yang disusun (Dokumen)

1.06.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan

DPA-SKPD (Dokumen)

1.06.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan

RKA-SKPD (Dokumen)

1.06.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD (Dokumen)

1.06.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)

1.06.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah (Laporan)

1.06.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen)

1.06.01.2.01.0001 -

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
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Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan|1.06.01.2.01.0002 -
Laporan Hasil Koordinasi|Koordinasi dan Penyusunan
Penyusunan Dokumen Dokumen RKA-SKPD
RKA-SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen Perubahan RKA- [1.06.01.2.01.0003 -
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan
Koordinasi Penyusunan Dokumen |Dokumen Perubahan RKA-
Perubahan SKPD
RKA-SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan|1.06.01.2.01.0004 -
Laporan Hasil Koordinasi|Koordinasi dan Penyusunan
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
DPA-SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen Perubahan DPA- |1.06.01.2.01.0005 -
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan
Koordinasi Penyusunan Dokumen |Perubahan DPA- SKPD
Perubahan
DPA-SKPD (Dokumen)
Jumlah Laporan Capaian Kinerja 1.06.01.2.01.0006 -
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD|Koordinasi dan Penyusunan
dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan
Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Kinerja SKPD (Laporan)
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja|1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi
Perangkat Daerah (Laporan) Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Hasil 1.06.01.2.01.0008 -
Penyelenggaraan Walidata Pen A
A yelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral Pendukung Statistik Sektoral
Daerah (Dokumen) Daerah
Jumlah Data Statistik Sektoral 1.06.01.2.01.0009 -
Daerah yang Telah Dikumpulkan  [pelaksanaan Pengumpulan
dan Diperiksa Lingkup Perangkat |Data Statistik Sektoral Daerah
Daerah (Data)
Jumlah Berita Acara Hasil Forum 1.06.01.2.01.0010 -
;iegg::g‘ﬁrtuI:::raahnBeDridaansﬁar:an Pelaksanaan Forum Perangkat
dalangangka gengusunarl-? Daerah Berdasarkan Bidang
Dok 5 Y! 5 kat |Urusan yang Diampu dalam
Do un;lenB e_ren:anaan erangkat [pangka Penyusunan Dokumen
aerah (Berita Acara) Perencanaan Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 1.06.01.2.01.0011 -
Urusan Selain Renstra PD dan Penyusunan Dokumen
Renja PD yang disusun (Dokumen) |Perencanaan Urusan Selain
Renstra PD dan Renja PD
Tersusunnya Dokumen|Jumlah Dokumen Bahan 1.06.01.2.02 - Administrasi

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan
(Dokumen)

Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
(Dokumen)

1.06.01.2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
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Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD (Dokumen)

1.06.01.2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
(Laporan)

1.06.01.2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semestera n
SKPD (Laporan)

1.06.01.2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)

1.06.01.2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)

1.06.01.2.02.0001 -

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD (Dokumen)

1.06.01.2.02.0003 -

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
(Dokumen)

1.06.01.2.02.0004 -
Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
(Laporan)

1.06.01.2.02.0005 -
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan
(Dokumen)

1.06.01.2.02.0006 -

Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semestera n
SKPD (Laporan)

1.06.01.2.02.0007 -
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Tersusunnya Dokumen
Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Pemanfaatan Barang Milik Daerah
SKPD (Dokumen)

1.06.01.2.03 - Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
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Jumlah Dokumen Pengamanan
Barang Milik Daerah SKPD
(Dokumen)

1.06.01.2.03 - Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD
(Laporan)

1.06.01.2.03 - Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD (Laporan)

1.06.01.2.03 - Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD
(Dokumen)

1.06.01.2.03 - Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD
(Dokumen)

1.06.01.2.03.0001 -

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan
Barang Milik Daerah SKPD
(Dokumen)

1.06.01.2.03.0002 -

Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD (Laporan)

1.06.01.2.03.0005 -
Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD
(Laporan)

1.06.01.2.03.0006 -
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Jumlah Dokumen Hasil
Pemanfaatan Barang Milik Daerah
SKPD (Dokumen)

1.06.01.2.03.0007 -

Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD

terlaksananya pendataan
dan pengolahan
administrasi
kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian (Dokumen)

1.06.01.2.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian (Dokumen)

1.06.01.2.05.0003 -
Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Tersusunnya Dokumen
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan
(Dokumen)

1.06.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD
(Dokumen)

1.06.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD
(Dokumen)

1.06.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan)

1.06.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

1.06.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah
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Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan
(Paket)

1.06.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan (Paket)

1.06.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Paket)

1.06.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan Rumah

Tangga yang Disediakan (Paket)

1.06.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan (Paket)

1.06.01.2.06.0001 -

Penyediaan Komponen
Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Paket)

1.06.01.2.06.0002 -

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan (Paket)

1.06.01.2.06.0003 -

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan
(Paket)

1.06.01.2.06.0005 -

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan
(Dokumen)

1.06.01.2.06.0006 -
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan)

1.06.01.2.06.0008 - Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

1.06.01.2.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD
(Dokumen)

1.06.01.2.06.0010 -

Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD
(Dokumen)

1.06.01.2.06.0011 - Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Tersusunnya Dokumen
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit)

1.06.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)

1.06.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
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Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Disediakan (Unit)

1.06.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang Disediakan
(Unit)

1.06.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan (Unit)

1.06.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang Disediakan
(Unit)

1.06.01.2.07.0001 -
Pengadaan

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas

Jabatan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas 1.06.01.2.07.0002 -
Operasional atau Lapangan yang Pengadaan

Disediakan (Unit)

Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit)

1.06.01.2.07.0005 -
Pengadaan Mebel

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan (Unit)

1.06.01.2.07.0006 -
Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)

1.06.01.2.07.0009 -
Pengadaan Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Tersusunnya Dokumen
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan (Laporan)

1.06.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan (Laporan)

1.06.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan (Laporan)

1.06.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat (Laporan)

1.06.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat (Laporan)

1.06.01.2.08.0001 -
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan (Laporan)

1.06.01.2.08.0002 -

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan (Laporan)

1.06.01.2.08.0003 -

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
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NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan (Laporan)

1.06.01.2.08.0004 -
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Tersusunnya Dokumen
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan

Daerah

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

1.06.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan

1.06.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya (Unit)

1.06.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara (Unit)

1.06.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya (Unit)

1.06.01.2.09.0001 -

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya (Unit)

1.06.01.2.09.0002 -

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara (Unit)

1.06.01.2.09.0006 -

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

1.06.01.2.09.0009 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
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4.3. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu

Indikatif

Dinas Sosial Kabupaten Sigi melaksanakan berbagai subkegiatan yang
berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat rentan, seperti
lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. Salah satu program
unggulan adalah rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) termasuk anak terlantar dan lansia terlantar, yang bertujuan
memberikan layanan dasar dan pendampingan agar mereka dapat mandiri
secara sosial dan ekonomi. Selain itu, pendataan dan verifikasi data sosial
melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi kunci untuk
memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan akurat.

Indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Sigi mencakup persentase
penyelesaian validasi dan pembaruan data sosial lembaga dan penerima
manfaat, jumlah PMKS yang terlayani sesuai kebutuhan program rehabilitasi,
dan capaian bantuan sosial yang tersalurkan tepat waktu. Program
pemberdayaan ekonomi juga menjadi subkegiatan signifikan, melalui penguatan
kelompok usaha bersama (KUBE) dan program sosial usaha produktif, yang
diukur dari jumlah kelompok yang mendapat pendampingan dan dukungan
modal, serta peningkatan pendapatan kelompok. Indikator ini membantu
mengukur efektivitas program kesejahteraan sosial di tingkat lokal.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Sigi juga fokus pada
kebijakan inklusi sosial melalui pembangunan regulasi seperti Perda
kesejahteraan lansia dan perlindungan penyandang disabilitas. Program ini
meliputi pemberian bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga akses pendidikan
bagi kelompok rentan, dengan target membangun ekosistem yang mendukung
kesejahteraan lansia dan disabilitas agar lebih produktif dan sejahtera.
Pendekatan ini didukung oleh sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan
kementerian sosial, termasuk program inovatif seperti Sekolah Rakyat dan Sigi
Masagena yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu
mendapatkan pendidikan dan perlindungan sosial yang layak

Berikut Tabel rencana Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan
Pagu Indikatif:
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Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KET

1

3

5

7

8 9

10

11

12

13

14

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL

5.457.818.182,00

5.566.974.545,00

5.678.314.037,00

5.791.880.317,00

5.907.717.924,00

1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.658.762.269,00

2.711.937.514,00

2.766.176.265,00

2.821.499.790,00

2.877.929.786,00

Meningkatnya kelancaran administrasi
kesekretariatan

Persentase kelancaran administrasi
program, keuangan, umum dan
kepegawaian (%)

100

2.658.762.269,00

100

2.711.937.514,00( 100

2.766.176.265,00

100

2.821.499.790,00

100

2.877.929.786,00

1.06.0.00.0.00.01.0000 -

Dinas Sosial

1.06.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

70.000.000,00}

70.000.000,00;

70.000.000,00

70.000.000,00}

70.000.000,00;

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
(Dokumen)

70.000.000,00}

70.000.000,00; 1

70.000.000,00

70.000.000,00}

70.000.000,00}

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
(Dokumen)

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD (Dokumen)

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah (Laporan)

Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat
Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang
Diampu dalam Rangka Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
(Berita Acara)

Jumlah Data Statistk Sektoral Daerah yang
Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah (Data)

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD (Dokumen)

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan
Selain Renstra PD dan Renja PD yang
disusun (Dokumen)

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan
Walidata Pendukung Statistik Sektoral
Daerah (Dokumen)
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BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
gﬂ;ﬁg;i-:—::?ﬁ;:ﬂ; INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT T:[:LI:N 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 0 1 1 1 1 1
Daerah (Dokumen)
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00
Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan  [Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 0 1 11.500.000,00] 1 11,500.000,00 4 11.500.000,00 1 11.500.000,00 1 11.500.000,00]
Perangkat Daerah Daerah (Dokumen)
1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan  [Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan  [Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen - 1 7.500.000,00 1 7.500.000,00 1 7.500.000,001 1 7.500.000,00 1 7.500.000,00]
Dokumen RKA-SKPD RKA-SKPD (Dokumen)
1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00] 10.000.000,00 10.000.000,00
SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- [Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- [Dokumen Perubahan RKA-SKPD - 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00| 1 10.000.000,00] 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
SKPD (Dokumen)
1:06.01.:2.01.0004 - Koordinasi dan £000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 £.000.000,00 £000.000,00
Penyusunan DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan  [Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan  [Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen - 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00
Dokumen DPA-SKPD DPA-SKPD (Dokumen)
1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan
Penyustnan Perubahan DPA- SKPD 8.000.000,00 8.000.000,00| 8.000.000,00! 8.000.000,00 8.000.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- [Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- |Dokumen Perubahan DPA-SKPD ) ! 8000.000,00 ! 8.000.000,00 ! 8.000.000,00 ! 8000.000,00 ! 8000.000,00
SKPD (Dokumen)
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 9.000.000,00 9.000.000,00| 9.000.000,00! 9.000.000,00 9.000.000,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja  [Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan  |lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan  [Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan - 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,001 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00
Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)
a2 7 - Bzl i 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Perangkat Daerah
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat| —_ 1 10.000.000,00 1 10.000.00000] 1 10.000.000,00{ 1 10.000.000,00] 1 10.000.000,00
Perangkat Daerah Daerah (Laporan)
1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan
Walidata Pendukung Statistk Sektoral 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Daerah
N Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan
Terselenggaranya Walidata Pendukung |, .12 pendukung Sttt Sekoral . 1 2000.00000] 1 200000000 1 200000000 1 200000000 1 2,000.000,00
Statistik Sektoral Daerah
Daerah (Dokume
1.06.01.2.01.0009 - Pelaksanaan
Pengumpulan Data Stafistik Sektoral 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Daerah
Terlaksananya Pengumpulan Data Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang
o Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup - 5 2.000.000,00 5 2.000.000,00 5 2.000.000,00 5 2.000.000,00 5 2.000.000,00
Statistik Sektoral Daerah
Perangkat Daerah (Data)
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BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
gg;ﬁg;i;::(gﬁ::ﬂ; INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT T:(:lzl:N 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.06.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang
Urusan yang Diampu dalam Rangka 1.000.000,00] 1.000.000,00] 1.000.000,001 1.000.000,00 1.000.000,00]
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah [Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat
Berdasarkan Bidang Urusan yang Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang
Diampu dalam Rangka Penyusunan Diampu dalam Rangka Penyusunan - 3 1.000.000,00 3 1.000.000,00 3 1.000.000,00 3 1.000.000,00! 3 1.000.000,00
Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Daerah (Berita Acara)
1.06.01.2.01.0011 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Urusan Selain 1.000.000,00] 1.000.000,00| 1.000.000,001 1.000.000,00 1.000.000,00]
Renstra PD dan Renja PD
Tersusunnya Dokumen Perencanaan  [Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan
Urusan Selain Renstra PD dan Renja  |Selain Renstra PD dan Renja PD yang 0 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00! 1 1.000.000,00
PD disusun (Dokumen)
eS8 Al R KAV 2.368.762.269,00 2421.937.514,00 2476.176.265,00 2531.499.790,00 2.567.929.786,00
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
VISR DN AU R SN el Rl eedizs] 1 2.368.762.269,00 1 242193751400, 1 2476476265000 1 2531.499.790,00 1 2.587.929.786,00)
Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD (Laporan)
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut - 1 1 1 1 1
Pemeriksaan (Dokumen)
Jumlah Dokumen Koordinasi dan R 1 1 4 1 1
Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan R 1 1 1 1 1
Pengujian/Verifikasi Keuangan (Dokumen)
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan - 1 1 1 1 1
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD (Laporan)
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN (Orang/bulan) ) & & & & &
050tz 0z 00 e edRanCafian 2.318.762.269,00 2.371.937.514,00 2.426.176.265,00 2.481.499.790,00 2537.929.786,00
Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 2-m1ah Orang yang Menerima Gaji dan - 2 2.318.762.269,00 32 2371.937514,00 32 242617626500 32 2481.499.790,00] 32 2.537.929.786,00)
Tunjangan ASN (Orang/bulan)
1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Keuangan SKPD
Terlaksananya Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Eenatausahaan dan
PenquiianVerifkasi Keuangan SKPD Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD - 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00| 1 8.000.000,00! 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00
gujian g
(Dokumen)
00 22 e oormasicay 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
P 1 Akuntansi SKPD
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
P \ Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) - 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00| 1 10.000.000,00] 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
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BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
(s)lljjgﬁgclglli 1/. AK:((;)IG‘Tr:S 1{ INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT T:;;Izl:N 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 12.000.000,00 12.000.000,00| 12.000.000,001 12.000.000,00 12.000.000,00
Tahun SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir  [Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tahun SKPD dan Laporan Hasil SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 12.000.00000] 1 12.000.00000] 1 12.000.00000] 1 12.000.00000] 1 12,000.000,00
Koordinasi Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun SKPD (Laporan)
1.06.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan 8.000.000,00 8.000.000,00] 8.000.000,00! 8.000.000,00 8.000.000,00
Pemeriksaan
Tersedianya Dokumen Bahan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00
Lanjut Pemeriksaan Pemeriksaan (Dokumen)
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan
ORI RE R 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00) 12.000.000,00
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 1 12.000.000,00] 1 12.000.000,00 1 12.000.000,001 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00
Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  [SKPD (Laporan)
A= A T P T T 49,000.000,00 49,000.000,00 49,000.000,00 49,000.000,00 49,000.000,00
Daerah pada Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
Mik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 49.000.000,00 1 49.000.000,00 1 49.000.000,00 1 49.000.000,00 1 49.000.000,00
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 1 1 1 1 1
Daerah SKPD (Dokumen)
Tersusunnya Dokumen Administrasi Jumlah Dokumen Pengamanan Barang 1 1 1 1 1
Barang Milik Daerah pada Perangkat  |Milik Daerah SKPD (Dokumen)
Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan 1 1 1 1 1
Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 1 1 1 1
pada SKPD (Laporan)
1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan
Perencanaan Kebufuhan Barang Milik 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Daerah SKPD
Tersedianya Rencana Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
Barang Mik Daerah SKPD Daerah SKPD (Dokumen) 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00
1.06.01.2.03.0002 - Pengamanan
Barang Mik Daerah SKPD 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Terlaksananya Pengamanan Barang Jumlah Dokumen Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD Milik Dasrah SKPD (Dokumen) 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00
1.06.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Daerah pada SKPD
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsilasi dan - 1 15.000.00000 1 15.000.00000] 1 15.000.00000] 1 1500000000 1 15.000.000,00

Penyusunan Laporan Barang Milik

Penyusunan Laporan Barang Milik
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Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
gg;ﬁggi{_:s(gc::ﬂ: INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT lek:zl:N 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00;
Terlaksananya Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
" Milik Daerah pada SKPD 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00] 1 10.000.000,00
Milik Daerah pada SKPD
(Laporan)
1.06.01.2.03.0007 - Pemanfaatan
Barang Millk Daerah SKPD 8.000.000,00| 8.000.000,00; 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00|
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Jumiah Dg!(umen Hasil Pemanfaatan
" Barang Milik Daerah 1 8.000.000,00] 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00
Milik Daerah SKPD
SKPD (Dokumen) -
e tasltenenaiaian 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00) 8.000.000,00
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Pendataan dan
terlaksananya Pef“?a'aa(‘ dan . Pengolahan Administrasi 1 1 1 1 1
Eetogtliala oo F——— e — B 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00) 8.000.000,00
LS 03 ancncabar ey 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00) 8.000.000,00
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya Pendataan dan Jumlah Dokumen_ Pendataan dan
A ; Pengolahan Administrasi 1 8.000.000,00] 1 8.000.000,00; 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00| 1 8.000.000,00]
Pengolahan Administrasi Kepegawaian B
Kepegawaian (Dokumen) -
EEAGERoL LS T 52.000.000,00, 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00) 52.000.000,00,
Perangkat Daerah
ey Rt AdE e Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang 1 52.000.000,00 1 52.000.000,00 1 52.000.000,00 1 52.000.000,00| 1 52.000.000,00;
Umum Perangkat Daerah o
Disediakan (Paket) -
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan 1 1 4 4 1
Perundang-Undangan yang -
Disediakan (Dokumen)
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 1 4 4 1
pada SKPD
(Dokumen) -
Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan 1 1 1 1 1
|(Paket -
[Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 1 1 1
Kantor yang Disediakan (Pakef) -
|Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga . 1 1 4 4 1
yang Disediakan (Paket)
[Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD 1 1 1 1 1
(Dokumen) =
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1 1 1 1 1
(Laporan)
lJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 1 1 1 1 1
SKPD (Laporan) o
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00] 10.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00] 1 10.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor o -
Disediakan (Paket)
LAV e 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00) 10.000.000,00
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BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
gﬁ;ﬁg&i;:ﬁ%ﬁ:};ﬂ; INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT lek:zl:N 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 © 10 1 12 13 14 15
Tersedianya Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Perlengkapan Kantor Kantor yang 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00, 1 10.000.000,00! 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Disediakan (Paket) -
B AT - PR 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00) 7.000.000,00
Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga |>™/2h Paket Peralatan Rumah Tangga - 1 7.000.00000] 1 7.000.00000 1 7.00000000 1 7.000.000,00 1 7.000.000,00
yang Disediakan (Paket)
A0 AT = [Rai i 2 I 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00; 1 10.000.000,00! 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Penggandaan
(Paket) -
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang- 5.000.000,00| 5.000.000,00] 5.000.000,00; 5.000.000,00 5.000.000,00]
undangan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00
Disediakan (Dokumen)
}f’:ﬁmz.os.ooos =R R RO 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu ~ 4 7.000.000,00 1 7.000.000,00 1 7.000.000,00 4 7.000.000,00) 4 7.000.000,00
Tamu (Laporan)
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsulasi SKPD 1.000.000,00| 1.000.000,00! 1.000.000,00 1.000.000,00| 1.000.000,00|
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi 1 1.000.000,00| 1 1.000.000,00! 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00| 1 1.000.000,00|
SKPD (Laporan) -
1.06.01.2.06.0010 - Penatausahazn 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Arsip Dinamis pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD 1 1.000.000,00] 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
(Dokumen) -
1.06.01.2.06.0011 - Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Berbasis Elektronik pada SKPD
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan  [Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik|Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1,000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
pada SKPD pada SKPD
(Dokumen) -
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 40.000.000,00} 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00} 40.000.000,00}
Daerah
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 40.000.000,00} 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00} 40.000.000,00

Tersusunnya Dokumen Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan (Unit)

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Disediakan (Unif)

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Di (Unit)

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang

Disediakan (Unit)
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Kantor

Disediakan (Laporan)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
gg;ﬁggi;::(gﬁ;ﬁs# INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT le\:zl:N 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan
Kendaraan Perorangan Dinas atau 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Kendaraan Perorangan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas
¥ . 9 atau Kendaraan Dinas 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00|
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan L .
Jabatan yang Disediakan (Unit) -
1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional atau 10.000.000,00] 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Lapangan
Tersedianya Kendaraan Dinas Jumiah Unit Kendaraan Dinas Operasionel 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00] 1 10.000.000,00] 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00)
Operasional atau Lapangan atau Lapangan yang Disediakan (Unif)
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 8.000.000,00 8.000.000,00] 8.000.000,00; 8.000.000,00 8.000.000,00
Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) - 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00| 1 8.000.000,00] 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00
o ey adean 8.000.000,00| 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00| 8.000.000,00)
Peralatan dan Mesin Lainnya
Tersedianya Peralatan dan Mesin Jumiah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya - 1 800000000 1 8.000.000,00[ 1 8.000.000,00 1 800000000 1 8.000.000,00)
Lainnya yang Disediakan (Unit)
(OB AT ) = e 2 S 2.000.000,00) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00)
Kantor atau Bangunan Lainnya
Tersedianya Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan
¥ ) 9 Lainnya yang Disediakan 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00| 1 2.000.000,00] 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00
Bangunan Lainnya (Uni 0
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
- 1 1 1 1 1
Menyurat (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 1 1 1 1
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa|Listrik yang Disediakan (Laporan) =
Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Daerah Pelayanan Umum Kantor yang 1 1 1 1 1
Disediakan (Laporan -
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 0 1 1 1 1 1
yang Di (Laporan)
S0l 0e Q00 en ediaan Basa 6.000.000,00) 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00)
Surat Menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat - |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat - 1 6.000.00000 1 6.000.000,00] 1 6.000.000,00] 1 6.000.00000 1 6.000.000,00)
|Menyurat Menyurat (Laporan)
1,06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
N s ! Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00| 1 9.000.000,00] 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00
Daya Air dan Listrik o o
Listrik yang Disediakan (Laporan) -
AT = [Pl 2 e 2.000.000,00) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00)
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan
4 dan Perlengkapan Kantor 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00| 1 2.000.000,00] 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00
Perlengkapan Kantor o
yang Disediakan (Laporan) 0
e Ay ediaantasa 8.000.000,00) 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00)
Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00| 1 8.000.000,00] 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00
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Korban Bencana Provinsi pada Masa
Tanggap Darurat dan Pasca Bencana

Sesuai Standar (Persentase)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
gg;ﬁg(l\;i;l::%lﬁ::ﬂ; INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Tiz\:zl:N 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang
[T Bl P U 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00. 46.000.000,00 46.000.000,00
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 15 15 15 15 15
Pajak dan Perizinannya (Unit)
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan  |Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 6 6 6 6 6
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan |dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 46.000.000,00| 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00| 46.000.000,00|
Pemerintahan Daerah Jlfmlgh Peralafan dan Mesin Lainnya yang B 21 21 21 21 21
Dipelihara (Unit)
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 1 4 1 1
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00] 18.000.000,00]
Kendaraan Dinas Jabatan
;Z::Zﬁi::r);zria:js:nP:;;im}laer:::ryaz:fya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
h ) . __|Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara - 6 18.000.000,00 6 18.000.000,00; 6 18.000.000,00! 6 18.000.000,00 6 18.000.000,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas o B "
N dan dibayarkan Pajaknya (Unit)
jabatan
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa
el By Raneliee 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15,000.000,00
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
;Z;iee(ljif:ry;;a;aa::E::h:erz;r:]’a?aya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
") . Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan - 15 15.000.000,00] 15 15.000.000,00 15 15.000.000,00 15 15.000.000,00 15 15.000.000,00]
Kendaraan Dinas Operasional atau ’ Y )
Pajak dan Perizinannya (Unit)
Lapangan
e O siereay 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00) 10.000.000,00
Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya Pemelharaan Peralatan | Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya yang . 21 10.000.000,00] 21 10.000.00000] 21 10.000.00000] 21 10.000.000,00] 21 10.000.000,00
dan Mesin Lainnya Dipelihara (Unit)
1.06.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00} 3.000.000,00
Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya
PemelinaraanRehabiliasi Gedung |/ 2" Gedung Kantor dan Bangunan - 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00] 1 3.000.000,00, 1 300000000, 1 3.000.000,00
" Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
Kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL 300.000.000,00 306.000.000,00 312.120.000,00 318.362.400,00 324.729.648,00
Persentase Pekerja Sosial/Tenaga
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial ~ |<Cocianteraan Sosial yang Melaksanakan 0 100 30000000000 100 306.000.000,00[ 100 312.120000,00( 100 318.36240000| 100 324.729.648,00{00 - Dinas Sosial
Pelayanan Sosial di Dalam Panti
Rehabilitasi Sosial (Persentase)
Persentase Pekerja Sosial/Tenaga
Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan
Sosial yang Melaksanakan Penanganan 0 100 100 100 100 100
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BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
gﬂ;ﬁggli 4::(33::3 1{ INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT T;:;Izl:N 2026 2027 2028 2029 200 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Persentase Pekerja Sosial/Tenaga
Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan
Pelayanan Sosial di Dalam Panfi g 1 0 i00 (o o
Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan
Persentase SDM Kesejahteraan Sosial
yang Meningkat Kompetensinya dalam 0 100 100 100 100 100
Pelayanan Sosial (%)
Persentase Lembaga di Bidang
Kesejahteraan Sosial yang Meningkat - 100 100 100 100 100
Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)
1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial
Komunitas Adat Terpendl (KAT) 100.000.000,00 106.000.000,00 112.120.000,00 118.362.400,00 124.729.648,00
Jumlah KK KAT yang mendapat ~ |Jumlah Keluarga pada KAT yang
ARgE ATt eest]  |Mare sl Al e e SRl 50 9000000000 34 96.000.00000| 41 102.12000000] 70 10836240000 50 114.729.648,00
terpadu dan berkelanjutan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Keluarga)
1.06.02.2.01.0004 - Fasiltasi
Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu 90.000.000,00 96.000.000,00 102.120.000,00 108.362.400,00 114.729.648,00
dan berkelanjutan
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang [Jumlah Keluarga pada KAT yang
Mendapatkan Pemberdayaan Sosial Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang
yang terpadu dan berkelanjutan terpadu dan berkelanjutan Kewenangan - 50 90.000.000,001 34 96.000.000,00( 41 102.120.000,00f 70 108.362.400,00( 50 114.729.648,00
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Keluarga)
Jumlah KK KAT Yang Meningkat Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat|
Kapasitas dan Mendapatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 50 10.000.000,00 34 10.000.000,00( 41 10.000.000,00( 70 10.000.000,00 50 10.000.000,00
Pendampingan (Keluarga)
AR RO €L 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Kapasitas dan Pendampingan KAT
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang  [Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat
Meningkat Kapasitasnya Kewenangan  [Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 50 10.000.000,00] 34 10.000.000,00 4 10.000.000,00 70 10.000.000,00] 50 10.000.000,00]
Kabupaten/Kota (Keluarga)
1.06.02.2.02 - Pengumpulan
Sumbangan dalam Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan  |Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian 2 50,000.000,00! 2 50.000.000,00. 2 50,000.000,00 2 50,000.000,00! 2 50,000.000,001
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang ’ R U R R
Uang atau Barang atau Barang (Dokumen)
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan
iz e Sz Uit 50.000.000,00) 50.000.000,00, 50.000.000,00 50.000.000,00) 50.000.000,00
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan
Uang atau Barang
A Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Terlaksananya Koordinasi dan X . N
Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Slnkronlsa5| Eenyelenggaraan Undian
" Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang 0 2 50.000.000,004 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan
atau Barang (Dokumen)
Uang atau Barang
Lkl 150,000.000,00 150,000,000,00 150,000.000,00 150,000.000,00 150,000.000,00

Sumber K Sosial Daerah
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Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota

Sosial Kecamatan yang Meningkat

Kapasil (Orang)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
gg;zggi;::(gﬁ::ﬂ; INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT le\;lzl:N 2026) 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 &l 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Keluarga yang Meningkat Jumli:)h P; Sk(‘esos desa/kgh:rah;]an .yi:'%
Kapasitasnya Kewenangan memberikan fayanan sosial sat pint dan 34 30.000.00000 34 30.000.000,000 34 30.000.00000 34 30.000.00000 34 30.000.000,00
Kabupaten/Kota berperan sebagai hub program Graduasi
(Lembaga)
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi
PO AR 30.000.000,00) 30.000.000,00) 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00)
Sosial (Puskesos) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Meningkatnya peran Puskesos sebagai Jumiah Euskesos desa/k?\urahan .yang
layanan sosial satu pintu dan hub memberikan layanan sosial satu pintu dan 34 30.000.00000] 34 30.000.000,00] 34 30.000.00000 34 30.000.00000 34 30.000.000,00
program graduasi berperan sebagai hub program Graduasi
(Lembaga
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial  [Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial
yang Meningkat Kapasitasnya yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan 10 50.000.000,00 10 50.000.000,00 10 50.000.000,00 10 50.000.000,00! 10 50.000.000,00
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Lembaga)
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber
Kesej Sosial K 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00] 50.000.000,00 50.000.000,00
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
Menlr\gkamya Kap?snas Lembaga Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan  Sosial ~ Kewenangan|, .. veningkat Kapasitasnya Kewenangan 10 50.000.000,00] 10 50.000.000,000 10 50.000.00000] 10 50.000.00000, 10 50.000.000,00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Lembaga)
Jumlah Orang Mendapat Peningkatan  [Jumlah Keluarga yang Meningkat
Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 25 10.000.000,00 25 10.000.000,00} 25 10.000.000,00 25 10.000.000,00 25 10.000.000,00
Kewenangan (Keluarga)
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan
[T PRl SIHE 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Kesejahteraan Sosial Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
" " Jumlah Keluarga yang Meningkat
we"'ngkahya Kapasitas Keluarga Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota % 10.000.000,00 25 10.000.00000{ 25 10.000.000,00] 25 10.000.000,00 25 10.000.000,00
ewenangan Kabupaten/Kota
(Keluarga)
Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Jumlah Sumber Daya Manusia dan
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan |Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan
Keluarga (LK3) Kewenangan Peningkatan Kapasias dan fsiiasi dalam 15 50.000.000,00 15 50.000.000,00 15 50.000.000,00] 15 50.000.000,00 15 50.000.000,00
Kabupaten/Kota penanganan kasus Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan
I U P (RN 50.000.000,00) 50.000.000,00) 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00)
dan Penguatan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Meningkatnya Kemampuan Sumber Jumlah Sumber Daya Manusia dan
Daya Manusia dan Penguatan Lembaga |Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) |Keluarga (LK3) yang mendapatkan
Kewenangan Kabupaten/Kofa Peningkatan Kapasitas dan fsiltasi dalam 15 50.000.000,00 15 50.000.000,00 15 50.000.000,00] 15 50.000.000,00 15 50.000.000,00
penanganan kasus Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial
Ki 1K gan Pekerja Sosial, Pekerja Sosial
Kabupaten/Kota yang Meningkat Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan 15 10.000.000,00] 15 10.000.000,00] 15 10.000.000,00 15 10.000.000,00 15 10.000.000,00]
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BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
glljjgﬁg(l\;llli 4::%{]\;:3 1{ INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT le\cl;lzliN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan
NI REAE ] Sy 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Kesejahteraan Sosial Perseorangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber [Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial
Kesejahteraan Sosial Perseorangan Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial
Kewenangan Kabupaten/Kota Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan 15 10.000.000,00 15 10.000.000,00 15 10.000.000,00 15 10.000.000,00 15 10.000.000,00
Sosial Kecamatan yang Meningkat
Kapasitasnya (Orang)
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN
WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN 300.000.000,00 306.000.000,00 312.120.000,00 318.362.400,00 324.729.648,00
 TINDAK KEKERASAN
Persentase Warga Negara Migran Korban
. Tindak Kekerasan yang Tertangani 100 300.000.000,00 100 306.000.000,00 100 312.120.000,00 100 318.362.400,00 100 324.729.648,00 1.06.0.00.0.00.01.00
Meningkatnya Layanan penanganan T
\}:/ez:krg;::gara TR Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan 100 100 100 100 100
Pelayanan P (%)
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga
Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah 300.000.000,00 306.000.000,00 312.120.000,00 318.362.400,00 324.729.648,00
Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
Jumlah Warga Negara Migran Korban
nglah e o M\.gran A . | Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari " R e
itk Debarkasi di Daerah Provinsi uniuk VEIG P g ETnGET LSRR 2] 5 300.000.00000( 4 306.000.00000( 4 31212000000, 2 318.362.400,00) 2 324.729.648,00)
b | ke Desa/Kelurahan Asal Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke
Kewenangan Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan Asal Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi
Pemulangan Warga Negara Migran
AL IC G I TCE 300.000.000,00 306.000.000,00 312.120.000,00 318.362.400,00) 324.729.648,00)
Luar Negeri dari Titik Debarkasi di
Daerah Kabupaten/Kota untuk
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Jumlah Warga Negara Migran Korban
Negara Migran Korban Tindak Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari |yang dipulangkan dari Ttk Debarkasi di
Tifk Debarkasi di Daerah Provinsi untuk |Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke 5 300.000.000,00 4 306.000.000,00 4 312.120.000,00 2 318.362.400,00 2 324.729.648,00
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Desa/Kelurahan Asal Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Orang)
;gg&t AR RS 1.599.055.913,00 1.631.037.031,00 1.663.657.772,00| 1.696.930.927,00| 1.730.869.546,00|
Persentase penyandang disabilitas terlantar
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di 0 100 1.599.055.913,00[ 100 1.631.037.031,00[ 100 1.663.657.772,00) 100 1.696.930.927,00) 100 1.730.869.546,00|1.06.0.00.0.00.01.00
dalam panti (%)
Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) v e ity iy ity o
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Persentase lanjut usia terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti 0 100 100 100 100 100
(%)
Persentase Gelandang dan Pengemis yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam 0 100 100 100 100 100

Panti (Persentase;
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l)lNAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KET

1

2

3

4

6

8

9 10

11

12

13

14

Persentase Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar
HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi

0

100

Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang
Disabilitas (Indeks)

100

Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
(Indeks)

100

Indeks Peranan Sosial (Indeks)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial

815.055.913,00

815.168.436,00

815.229.177,00

815.362.332,00

815.400.951,00

Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial yang terpenuhi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

815.055.913,00

815.168.436,00

815.229.177,00 7

815.362.332,00

815.400.951,00

Jumlah Orang Mendapatkan Layanan
Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

100

80

80

70

70

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

100

80

80

70

70

Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
Gelandangan dan Pengemis Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan
Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam
1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

50

40

40

30

30

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

100

0

0

0

80

Jumlah  Orang yang Mendapatkan:
Pelayanan Penelusuran Keluarga

Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

30

28

28

26

26
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BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
gg;ﬁgg:-:—::gﬁ::s-: INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT le\l:lzl:N 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JJumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kedaruratan Kewenangan 23] 15 15 10 10
Kabupaten/Kota (Orang)
Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan
Data dan Pengaduan Kewenangan 50 40 40 30 30
Kabupaten/Kota (Orang)
Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat
Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai 5 4 4 3 3
kebutuhan  Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke
Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 100 95 95 90 90
Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
MRS = RanyeE 50.055.913,00 50.168.436,00 50.220.177,00 50.362.332,00 50400.951,00)
Permakanan
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan  [Jumlah Orang yang Mendapatkan
Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi |Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota ~ |Sesuai dengan Standar Gizi Minimal 100 50.055.913,00, 90 50.168.436,00; 90 50.229.177,00 90 50.362.332,00 80 50.400.951,00
Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
13.;):6[;.;.01 OlZgRenediay 50.000.000,00 50,000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50,000.000,00
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan JKZEI:QKS;;Z:QL‘;?:r?yZA;;:g”?ear:eiikizlzglgrann
Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan 50 50.000.000,00 40 50.000.000,00 40 50.000.000,00 30 50.000.000,00 30 50.000.000,00
Kabupaten/Kota 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)
g.g:ﬂm.zm e et A 60.000.000,00) 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00) 60.000.000,00)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan .éumla: Or:::g yBang M:ndapa:an A!al
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai oo dan Alat Bantu Peraga Sesuai 5 60.000.000,00] 4 60.000.000,00| 4 60.000.00000| 3 60.000.000,00] 3 60.000.000,00)
Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
9 P (Orang)
106.04.2.01.0004 - Pemberian 50.000.000,00) 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00) 50.000.000,00)
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan [Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pelayanan Reunifikasi Keluarga 10 50.000.000,00 8 50.000.000,00 8 50.000.000,00 7 50.000.000,00 7 50.000.000,00
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan
Sosial
Terlaksananya Pemberian Bimbingan  [Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial Kewenangan 100 150.000.000,00( 80 150.000.000,00( 80 150.000.000,00 70 150.000.000,00( 70 150.000.000,00
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Orang)
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian
Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 150.000.000,00

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
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%7 DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
gg;;ggi;::%lﬁ::s; INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT le\:zl:N 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Terlaksananya Pemberian Bimbingan  [Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada
Sosial kepada Keluarga Penyandang Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan |Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 100 150.000.000,00 80 150.000.000,00 80 150.000.000,00 70 150.000.000,00 70 150.000.000,00
Pengemis dan M kat K gan (K gan Kabupaten/Kota (Orang)
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke
Layanan Pendidikan dan Kesehatan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Dasar
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan [Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke,
Akses ke Layanan Pendidikan dan Layanan Pendidikan dan Keschatan Dasar 100 150.000.000,00 95 150.000.000,00 95 150.000.000,00, 90 150.000.000,00 90 150.000.000,00
Kesehatan Dasar Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
Kabupaten/Kota
ool ghemierallavena 25,000.000,00) 25.000.000,00 25.000.000,00 25,000.000,00) 25,000.000,00)
Data dan Pengaduan
Terlaksananya Pemberian Layanan Data |Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan
dan Pengaduan Kewenangan Data dan Pengaduan Kewenangan 50 25.000.000,000 40 25.000.000,00( 40 25.000.000,00( 30 25.000.000,000 30 25.000.000,00}
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Orang)
AN = Bl i 2D 25.000.000,00) 25.000.000,00, 25.000.000,00. 25.000.000,00) 25.000.000,00)
Kedaruratan
Terlaksananya Pemberian Layanan Jumlah Orang yang Mendapatkan
Kedaruratan Kewenangan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan 25 25.000.000,00 15 25.000.000,00 15 25.000.000,00 10 25.000.000,00 10 25.000.000,00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Orang)
MU A = RETHED 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan [Jumlah  Orang  yang  Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga Pelayanan Penelusuran Keluarga 30 30.000.000,00 28 30.000.000,00 28 30.000.000,00! 26 30.000.000,00 26 30.000.000,00
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
;\nj)jzf;z.m = (eI e 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00) 30.000.000,00
Terlaksananya Pemberian Layanan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan
Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota  |Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 6 30.000.000,00 6 30.000.000,00 6 30.000.000,00 6 30.000.000,00 6 30.000.000,00
(Orang)
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan
Dokumen Kependudukan bagi
P B AT AL 45,000.000,00 45.000.000,00 45,000.000,00 45,000.000,00 45.000.000,00
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
Gelandangan dan Pengemis
Kewenangan Kabupaten/Kota
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan [Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
Pembuatan Dokumen Kependudukan  [Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi
bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, ~|Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,  [Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 5 45.000.000,00} 4 45.000.000,00; 4 45.000.000,00: 3 45.000.000,00 3 45.000.000,00}
Gelandangan dan Pengemis Gelandangan dan Pengemis Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Orang)
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban 784.000.000,00 815.868.595,00 848.428.595,00 881.568.595,00 915.468.595,00
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¥¥ l)lNAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KET

1

2

3

4

6

7 8

9

10

1

12

13

14

Persentase Layanan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan KorbanHIV/Aids dan
Napza di Luar Panti Sosial yang di
Rehabilitasi Sosial

Jumlah Orang yang Membutuhkan
Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,
Kartu Tanda Penduduk, Akia Kelahiran,
Surat Nikah, dan/atau ldentitas Anak bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

784.000.000,00

815.868.595,000 3

848.428.595,00

881.568.595,00

915.468.595,00

Jumlah Orang Mendapatkan Layanan
Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota (Dokumen)

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke|
Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

100

100

80

80

80

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat
Bantu dan Alat Banfu Peraga sesuai
Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)

Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan
Data dan Pengaduan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kedaruratan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

Jumlah  Orang yang Mendapatkan:
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

20

20

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di Luar Panti Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)

50

50

40

40

40

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

100

100

100

100

100

Jumlah orang yang Menerima pakaian dan
kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1
tahun Kewenangan Kabupaten/Kota

(Orang)

75

75

70

70

70

100
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BIDANG URUSAN / PROGRAM /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
gg;zgg:;::ﬂc::m INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT le\l:lzl:N 2026] 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jur.n.lah Peserta Blmbmgan Fisik, Mental, 0 125 100 %0 %0 80
Spiritual dan Sosial Kewenangan
Jumlah Peserta dalam Pemberian
Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ADS b L2 i > & &0
dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)
LEAATATLN - RemlziEn e 20,000.00000 20,000.00000 20,000.000,00 20,000.000,00 20,000.00000
Data dan Pengaduan
Terlaksananya Pemberian Layanan Data |Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan
dan Pengaduan Kewenangan Data dan Pengaduan Kewenangan 10 20.000.000,00{ 10 20.000.000,00; 10 20.000.000,00: 10 20.000.000,004 10 20.000.000,00{
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Orang)
L AR IER-Rem 0 e 20.000.000,00 20.000.000,00 20,000.000,00 20.000.000,00 20,000.000,00
Kedaruratan
Terlaksananya Pemberian Layanan Jumlah Orang yang Mendapatkan
Kedaruratan Kewenangan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Orang)
LA AVATINY)- REEE 50.000.000,00 50.000.00000 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Permakanan
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan ;uerx: ﬁ:‘nﬁﬁnﬂg (:ns::)rzt::gnan
Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi n ! A 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00] 100 50.000.000,00( 100 50.000.000,00{ 100 50.000.000,00
Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Siandar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
;::82‘;'92'02'0004 jacteceay 50.000.000,00 50.000.00000 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan iulrnlaiorang‘ yang Menerra pz.kaljnl dan1
Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan | - 9<apan innya yang 1ersecia daiam 75 50.000000,00{ 75 5000000000 70 50.000.00000| 70 50.00000000( 70 50,000.000,00
tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
(Orang)
;.;)&04,2.02.0005 = 55.000.000,00 5500000000 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan éumtlj h dOrani‘ tyagg 11’:/' er;dapaﬂ(an Ala‘t
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuail -~ ¢an Al banuFeraga sesual 5 55000000000 5 55000000000 3 5500000000 3 55000000000 3 55,000.000,00
Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
CATIAAB-RAPEED 50.000.000,00 50,000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Perbekalan Kesehatan di Luar Panf
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan .FJ>umIah ?]ranaysn;rr]vl engap;ﬂ;a?
Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di || oo o ' coutnan Peroekaan 50 5000000000 50 5000000000] 40 5000000000 40 5000000000 40 50.000.000,00
Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Kesehatan di Luar Pant Kewenangan
9 p Kabupaten/Kota (Orang)
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan 100.000.000,00] 100.000.000,00 100.000.000,00]
Sosial
Terlaksananya Pemberian Bimbingan  |Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial Kewenangan 125 100.000.000,00[ 100 100.000.000,00, 90 100.000.000,00( 90 100.000.000,00] 80 100.000.000,00]
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Orang)
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s
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
gg;;ggi 1/_ ::(331:3 1{ INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT T;:lzl.:N 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian
Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA
Terlakasananya Pemberian Bimbingan  [Jumlah Peserta dalam Pemberian
Sosial kepada Keluarga Penyandang Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  |Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Lainnya Bukan Korban HIV/ADS dan (PMKS) Lainnya Bukan Korban HV/AIDS 0 125 100.000.000,00 100! 100.000.000,00 90 100.000.000,00 90 100.000.000,00 80 100.000.000,00
NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota  |dan NAPZA Kabupaten/Kota
(Orang)Kewenangan
1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi Pembuatan
Nomor Induk Kependudukan, Akta Kela
denttas Anakhiran, SuratNikah, dan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00; 25.000.000,00 25.000.000,00
Kartu Identitas Anak
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan [Jumlah Orang yang Membutuhkan
Pembuatan Nomor Induk Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,
Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, |Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran,
Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau  |SuratNikah, dan/atau Identitas Anak bagi
Identias Anak bagi Penyandang Masalah|Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 5 25.000.000,00 5 25.000.000,00 3 25.000.000,00 3 25.000.000,00 3 25.000.000,00
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di |(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
Luar HIV/AIDS Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke
Layanan Pendidikan dan Kesehatan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Dasar
Zi;’:"; h:{‘fﬁg;”gey: d?gig zndd:npaﬂ(an Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke|
Y Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 100 100.000.000,00 100 100.000.000,00 80 100.000.000,00 80 100.000.000,00 80 100.000.000,00
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.0011 -
PemberianPelayanan Penelusuran 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00! 30.000.000,00 30.000.000,00
Keluarga
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan [Jumlah ~ Orang yang  Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga Pelayanan Penelusuran Keluarga| 20 30.000.000,00 20 30.000.000,00 18 30.000.000,00: 18 30.000.000,00 18 30.000.000,00
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
1,06.04.2.02.0012 - Pemberian 30.000.000,00) 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00) 30.000.000,00
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan [Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pelayanan Reunifikasi Keluarga 10 30.000.000,00( 10 30.000.000,00 8 30.000.000,00 8 30.000.000,00 8 30.000.000,00
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
;&i.gﬁz.oz.om = FEm 2D e 30.000.000,00) 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00) 30.000.000,00)
Terlaksananya Pemberian Layanan Jumiah Orang Mendapatkan Layanan
. Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 30.000.000,00 10 30.000.000,00 8 30.000.000,00; 8 30.000.000,00 8 30.000.000,00
Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar
[eTEga G (EHEEm I 124.000.000,00 155.866.595,00 188.428.595,00 221.568.595,00 255.468.595,00)
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Kerja Sama antar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Lembaga dan Kemiraan dalam Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitaan 2 12400000000 2 155.868.505,00 2 188.428505,00] 2 22156859500 2 255.468.595,00)

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota

dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota (Dokumen)
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BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
gﬁ;ﬁgx:;:ﬁ%ﬁ:ﬁs-: INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT le\l:lzl;N 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL 300.000.000,00 306.000.000,00 312.120.000,00 318.362.400,00 324.729.648,00
Persentase Penerima Manfaat yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) iy o e iy il TN
Persentase Penerima Manfaat yang
Meningkat Kemandirian Ekonomi 100 100 100 100 100
(P
Meningkatnya perlindungan dan jaminan |Persentase Daerah yang Melaksanakan
— e e A P D e 100 300.000.000,00 100 306.000.000,00 100 312.120.000,00 100 318.362.400,00 100 324.729.648,00
Miskin (%)
Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%) - 100 100 100 100 100
:DB/e)nlngkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi _ 100 100 100 100 100
)
Rasio Gini (Indeks) - 100 100 100 100 100
g‘lﬁzf‘m = P R DAY £0.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 66.242.400,00 72.609.648,00
Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan
Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 0 10 60.000.000,00 10 60.000.000,00 10 60.000.000,00 10 66.242.400,00 10 72.609.648,00
(Orang)
Persentase Pemenuhun. Kebumhan e A Tt g
Dasar, Kesehatan Pendidikan dan )
S N —— Mendapat Rujukan Kewenangan 0 10 10 10 10 10
stan%ar 994l yang 9 Kabupaten/Kota (Orang)
Jumlah Anak-Anak Terlantar yang
Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 0 10 10 10 10 10
(Orang)
ARV = e EUE AT 25,000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 31.242.400,00 31.269.648,00)
Anak Terlantar
Terlaksananya Penjangkauan Anak- Jumlah Anak-Anak Terlantar yang
Anak Terlantar Kewenangan Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 10 25.000.000,00] 10 25.000.000,00[ 10 25.000.000,00 10 31.242.400,000 10 31.269.648,00
Kabupaten/Kota (Orang)
12?5223'01 LE R AT 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 16.340.000,00
. . Jumlah Anak-Anak Terlantar yang
Terlaksananya Rujukan AnakAnak oot e kan Kewenangan 10 1000000000, 10 10000.000,00 10 10000000,00] 10 1000000000, 10 16.340.000,00
Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota (Orang)
1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan
Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25,000.000,00
Anak Terlantar
Terlaksananya Pemantauan Terhadap  [Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan
Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 10 25.000.000,00 10 25.000.000,00 10 25.000.000,00! 10 25.000.000,00 10 25.000.000,00
Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota |(Orang)
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir
Miskin Cakupan Dasrah Kabupaten/Kofa 240.000.000,00 246.000.000,00 252.120.000,00 252.120.000,00 252.120.000,00
e e Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan
. P X 9 Pengembangan Ekonomi Masyarakat 0 200 240.000.000,00f 200 246.000.000,00] 200 252.120.000,00] 200 252.120.000,00f 200 252.120.000,00
Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang
Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota ity [ e ity [
(Orang)
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Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota

(Orang)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
gﬂ;ﬁg&i;::%lﬁl:ﬂ; INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT le\;lzl:N 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan
yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan
Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 0 o LCC iley ey e
(Usulan)
Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) 0 100 100 100 100 100
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir
Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin ~ [Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) 100 20.000.000,00{ 100 26.000.000,00] 100 26.000.000,00] 100 26.000.000,00( 100 26.000.000,00
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat 100.000.000,00) 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan [Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan
Bantuan Pengembangan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Masyarakat 200 100.000.000,00 200 100.000.000,00] 200 100.000.000,00] 200 100.000.000,00 200 100.000.000,00)
Masyarakat Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan
Sosial Kesejahteraan Keluarga 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM)  [Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang
yang Mendapatkan Bantuan Sosial Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan 100 100.000.000,00 100 100.000.000,00] 100 100.000.000,00, 100 100.000.000,00 100 100.000.000,00)
Kesejahteraan Keluarga Kewenangan  |Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota (Orang)
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 26.120.000,00 26.120.000,00 26.120.000,00
Kabupaten/Kota
Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir  |yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan
Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |Usulan Perbaikan yang diiaksanakan 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 26.120.000,00 100 26.120.000,00 100 26.120.000,00
(Usulan)
;’gz’gi;\‘iROGRAM RENARCANE 300.000.000,00 306.000.000,00 312.120.000,00 318.362.400,00 324.729.648,00
Persentase Korban Bencana Alam, Sosial
Meningkatnya Perlindungan Sosial  |dan/atau Non Alam yang Terpenuhi
Korban Bencana Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah C iy il il i i
Tanggap Darurat Bencana (P
Persentase Masyarakat di Daerah Rawan
Bl v N g R g 100 300.000.000,00 100 306.000.000,00 100 312.120.000,00 100 318.362.400,00 100 324.729.648,00 1.06.0.00.0.00.01.00
(%)
Persentase Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial 100 100 100 100 100
(%)
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial
Korban Be Kabupaten/Kotancana Alam 230.000.000,00 236.000.000,00 242.120.000,00 248.362.400,00 248.362.400,00|
dan Sosial Kabupaten/Kota
Persentase Korban Bencana yang il D T Mendapatkan Paka.lan
dievakuasi dengan menggunakan sarana FENREL e e (eI g ICELE
. [pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) 500 230.000.000,00 400 236.000.000,00{ 400 242.120.000,00{ 300 248.362.400,00 300 248.362.400,00
dan prasarana tanggap darurat sesuai
i dan Pasca Bencana Kewenangan
e Kabupaten/Kota (Orang)
Jumlah Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Dukungan 50 40 40 30 30
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BIDANG URUSAN / PROGRAM /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
gg;ﬁgglli ':'AK:?)IC‘Tr:S 1{ INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT T:(:IZI‘J‘N 2020 2027 2028 2029 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan 2 2 2 2 2
Kabupaten/Kota (Orang)
Jumlah Orang yang Mendapatkan
Permakanan 3x1 Hari dalam‘ Masa 1,000 800 800 700 700
Tanggap Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
Jumlah Orang yang Mendapatkan
Penanganan Khusus bagi Kelompok
Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota & & 2 2 &
(Orang)
;/‘Izi::?a'g'm'oom s 65.000.000,00 74.000.000,00 77.120.00000 83.362.400,00 83.362.400,00
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan [Jumlah Orang yang Mendapatkan
Permakanan 3x1 Harl dalam Masa  Permakanan 3«1 Hari dalam Masa 1000 65.00000000{ 800 7100000000 800 7712000000 700 £3.362.400,00 §3.362.400,00
Tanggap Darurat (Pengungsian) Tanggap Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
;:f;;‘;:m CRR=IFEiyEiEE 65.000.000,00) 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan [Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang |dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
Tersedia pada Masa Tanggap Darurat  [pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) 500 65.000.000,001 400 65.000.000,001 400 65.000.000,00( 300
(Pengungsian) dan Pasca Bencana dan Pasca Bencana Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Orang)
AT LTS = TR e 50.000.000,00) 50.000.000,00) 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00)
bagi Kelompok Rentan
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan 'qumlah OrangK}/]ang Mbentii?(pa‘ﬂ(an «
Penanganan Khusus bagi Kelompok |, " 2nganan ffhusus bagi elompo 30 50.000.000,00] 25 50.000.000,00] 25 50.000.000,00 50.000.000,00] 20 50.000.000,00)
Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota
Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)
QLRI T 30,000.000,00 30,000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Dukungan Psikososial
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan "f:mljh K:(rbarli Bencanlaj y: g
Psikososial bagi Korban Bencana encapakan Layanan Dukungan 50 30.000.000,00] 40 30.000.000,00| 40 30.000.000,00 30.000.000,00] 30 30.000.000,00)
Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Orang)
106.06:201.0007 - Penyedizan Tempat 20.000.00000 20.000.00000 20.000.00000 20.000.000,00 20.000.000,00
Penampungan Pengungsi
Tersedianya Tempat Pengungsian Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Orang) 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat Terhadap 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 76.367.248,00
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Kampung yang Melaksanakan
i i . O e 3 70.000.00000, 3 7000000000, 3 70.00000000, 3 7000000000 3 76.367.248,00
Bencana Kabupaten Kampung Siaga Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota (Kampung)
Jumlah Orang yang Melaksanakan
Kourd\na§\, Sosialisasi dan Pelaksanaan 15 15 15 15 15
Taruna Siaga Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota (Orang)




 _, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

%7 DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
gﬁ;zggi;l::(gc}':ﬂ# INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT le\;lzl:N 2026) 2027 2028 2020 2030 DAERAH KET
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi,
Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
|Siaga Bencana
Terlaksananya Kampung yang Jumlah Kampung yang Melaksanakan

1 Koordinasi, Keordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 3 35.000.000,00 3 35.000.000,00 3 35.000.000,00 3 35.000.000,00 3 35.000.000,00
dan Pelaksanaan Kampung Siaga Kampung Siaga Bencana Kewenangan
Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota |Kabupaten/Kota (Kampung)
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi,
Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 41.367.248,00
|Siaga Bencana
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan|Jumlah Orang yang Melaksanakan
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan [Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 15 35.000,000,00 15 35.000.000,00 15 35.000.000,00 15 35.000.000,00 15 41.367.248,00
Taruna Siaga Bencana Kewenangan Taruna Siaga Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Orang)
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4.4. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun
2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

telah merumuskan berbagai program prioritas yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara holistik dan
berkelanjutan. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, program
prioritas ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan
yang dirancang untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan transparansi
dalam setiap tahapan pembangunan.

Sub kegiatan yang diidentifikasi dalam Renstra ini difokuskan pada
peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta
koordinasi yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan stakeholder
terkait. Kegiatan ini meliputi penyusunan perencanaan dan pendanaan,
analisis kondisi daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah,
musrenbang, serta penerapan sistem informasi pemerintahan daerah yang
mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan
pembangunan.

Pentingnya  penguatan  Penaggulangan  Kemiskinan  dalam
mendukung kebijakan pembangunan daerah juga menjadi prioritas dalam
sub kegiatan ini. Dengan meningkatkan kapasitas Ekonomi dan
pengembangan yang berbasis bukti, diharapkan kebijakan yang dihasilkan
lebih responsif terhadap permasalahan daerah dan potensi unggulan yang
ada.

Tabel berikut ini merinci sub kegiatan prioritas yang akan dijalankan,
dengan fokus pada penyusunan dokumen perencanaan, analisis data,
koordinasi antar perangkat daerah, serta pengembangan riset dan inovasi

untuk mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sigi tahun 2025-2029.
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Tabel 4.4. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1. 1.06.02 - PROGRAM Meningkatnya Pemberdayaan Sosial |1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi
PEMBERDAYAAN SOSIAL Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah ASTACITA/PRIORITAS

Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan ASTACITA/PRIORITAS
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber ASTACITA/PRIORITAS

Kesejahteraan Sosial Perseorangan
Kewenangan Kabupaten/Kota

2. 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL

Meningkatnya Rehabilitasi Sosial

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan
Permakanan

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan
Sosial kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)
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1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke STANDAR PELAYANAN
Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar MINIMAL (SPM)
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan STANDAR PELAYANAN

Data dan Pengaduan

MINIMAL (SPM)

1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan
Kedaruratan

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan
Rujukan

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan
Dokumen Kependudukan bagi Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan
Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

1.06.05 - PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN

SOSIAL

Meningkatnya perlindungan dan
jaminan sosial

1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir

Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ASTACITA/PRIORITAS/
1.06.05.2.02.0004 - Fas!llta5| Bantuan ASTACITA/PRIORITAS
Pengembangan Ekonomi Masyarakat

1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan ASTACITA/PRIORITAS

Sosial Kesejahteraan Keluarga

1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN

BENCANA

Meningkatnya Perlindungan Sosial
Korban Bencana

1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus STANDAR PELAYANAN
bagi Kelompok Rentan MINIMAL (SPM)
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan STANDAR PELAYANAN
Psikososial MINIMAL (SPM)
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat STANDAR PELAYANAN

Penampungan Pengungsi

MINIMAL (SPM)
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4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan
rencana strategis, Dinas Sosial Kabupaten Sigi menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan utama untuk memantau pencapaian
tujuan pembangunan daerah. IKU ini menjadi alat ukur yang penting
untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang
diimplementasikan dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan
arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. IKU Dinas Sosial
sangat penting dalam memastikan program-program sosial berjalan
efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapannya
meliputi seluruh siklus manajemen kinerja mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan, sehingga pelayanan sosial
kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam Renstra Dinas
Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030 mencakup satu indikator utama,
yaitu Indeks Kesejahteraan sosial mengukur kualitas dan keberhasilan
dalam penaggulangan kemiskinan secara keseluruhan, baik dari aspek
pemerintahan, ekonomi, maupun sosial. Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Sosial adalah tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai
pencapaian tujuan strategis dan efektivitas program-program Dinas Sosial.
IKU dirancang agar kinerja Dinas Sosial dapat diukur secara objektif,
terarah, dan sistematis, sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas
dan transparansi pelayanan public.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja masing-masing indikator
untuk tahun 2025 hingga 2030, dengan harapan bahwa setiap tahun akan
ada peningkatan signifikan dalam kualitas pemberdayaan Sosial dan
penerapan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang mendukung

pembangunan daerah secara berkelanjutan.
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Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) RENSTRA

Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGAN

2

4

7

8

10

11

1.06.0.00.0.00.01.0000 -
Dinas Sosial

Indeks Kesejahteraan
Sosial

Indeks

71

71,71

72,43

73,15

73,88

74,62

Persentase keluarga miskin
yang meningkat
ekonominya secara mandiri

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase keluarga yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Layanan Sosial
bagi PPKS

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Peningkatan
PSKS yang berperan Aktif
dalam penanganan PPKS

%

100

100

100

100

100

100

100

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Sosial Kabupaten

Sigi Tahun 2025-2030
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029,
penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan bagian yang sangat
vital untuk memonitor progres dan efektivitas implementasi kebijakan
serta program pembangunan daerah. IKK ini dirancang untuk mengukur
seberapa baik kinerja setiap elemen vyang terlibat dalam proses
perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan inovasi di tingkat daerah.

Indikator Kinerja Kunci yang tercantum dalam Renstra ini mencakup
sejumlah aspek penting, mulai dari keselarasan antara RPJMD dengan
RKPD dan Renstra PD, hingga penerapan hasil kajian berbasis bukti dalam
kebijakan pembangunan daerah. Penekanan pada keselarasan antar
dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra PD, bertujuan
untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang dilakukan
dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis dengan baik, serta sesuai
dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Selain itu, penekanan pada Pemberdayaan Kesejateraan sosial

sebagai bagian dari Penanggulangan kemiskinan potensi unggulan daerah

111



), RENCANA STRATEGIY (RENSTRA)
l)lNAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas
kebijakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan daerah. Dengan
menggunakan IKK ini, Dinas Sosial Kabupaten Sigi akan dapat
mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan
dapat diimplementasikan dengan baik, serta memberikan manfaat yang
optimal untuk masyarakat.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja untuk setiap indikator
yang direncanakan dari tahun 2025 hingga 2030. Pencapaian target-target
ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan

daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) RENSTRA
Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR STATUS | SATUAN | TAHUN KETERANGAN
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2
1.06 - URUSAN
1. |PEMERINTAHAN BIDANG
SOSIAL
2. |Indeks Kesejahteraan Sosial | komulatif | Indeks 71 71,71 | 7243 | 73,15 | 73,88 | 74,62
Persentase keluarga miskin
3. |yang meningkat ekonominya positif % 100 100 100 100 100 100 100
secara mandiri
4, |Persentase keluarga yang positif % 100 100 | 100 | 1200 | 100 | 1200 | 100
terpenuhi kebutuhan dasarnya
5, [Persentase Layanan Sosial positif % 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
bagi PPKS
Persentase Peningkatan PSKS
6. |yang berperan Aktif dalam positif % 100 100 100 100 100 100 100
penanganan PPKS
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BAB. V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2025-2029 ini
merupakan langkah penting dalam perencanaan pembangunan sosial yang
terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Renstra ini telah disusun dengan mengacu
pada visi, misi, dan kebijakan pembangunan daerah serta sinergi dengan
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
Kabupaten Sigi 2025-2029.

Menegaskan komitmen Dinas Sosial untuk melaksanakan seluruh
rencana program dan kegiatan secara optimal, disertai kesadaran akan
berbagai tantangan yang mungkin dihadapi sehingga diperlukan kerja sama
dan dukungan dari semua pihak terkait mulai pemerintah daerah, masyarakat,
hingga pemangku kepentingan lainnya.

Rencana Strategis Dinas Sosial menjadi pedoman yang efektif dalam
memandu langkah strategis menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat
secara berkelanjutan, menjunjung nilai inklusivitas dan sinergi antar sektor,
serta mengajak semua pihak berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi
Dinas Sosial demi kemajuan pembangunan sosial daerah

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sigi tahun
2025-2029 ini disusun sebagai acuan kerja yang diharapkan dapat memberikan
manfaat nyata dan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial

masyarakat.
Sigi Kota, 30 Sg¢ptember 2025
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